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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN, KEPUTUSAN/

INSTRUKST MENTERI PERHUBUNGAN, DAN
PERATURAN / KEPUTUSAN ; INSTRUKSI
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

[. Teknis Penyvusunan Peorabaran/Fopumsan fmstrardkesi Monter Perhaboangan,
detgan ketemtuan sebagai berilout:

& DMeraturan/Keputusan/ Inscmoks: Monlen Perthubunezan VAT
ditandatangan: Menlen dibual dialas Kerlas denesn lambang Negoams
Kesaluan Repuablik Indonesia berbentuk Garode Pancasila, berwarng
Kuning Fimas vang terletale i selelah v Marjin.
™ bawsh lambang MNegare Hesamuan Republik 'ndonesia berbentuk
Garcda Pancasila, tertera mlisan, waito poda baris pertama tulisan
MENTER! PERIUBLUNGAN, dan pada baris sedua tolisan REPUBLIK
TNMDOMNESMA, yang seloubnva difinlis dengan hurat Kapital, bersarna
letatg vang terletale di sebelah kiri Marjir.
Peraturan/Keputusan/Tnstraksi Mcentord Perhubungar  diboat  diatas
kertas denpar. vkursm {Peper Size) F4 dan enis burul menegunakan Bl
Style {Bockmar Old Style).

B. Kecrangka/Batang 1vbuh terd m ates;

Jueul

Fembrakasn.

Eatang Tubuh.

Porgtom.

Prnjelasan Jika diperukan) dan
Lampiran (jika diperiukan).

SOl

II. Herangho/Batang Tuhuh schapaimana dimaksod peeds snghle T heaf T di
aag, dengan ketentuan schagm berikoat;

A, Judul, dengan kotonnian sehagal henkan:

1. Betiap Peroturan/Keputussn/Tnsiruksi Menterd Perbubungan harmis
diberi judnl,

2. Jucul Peraturan fKeputusan/ Instruksl Mentlen Perhubuogan memuat
keterangan mengerai jenis, nomor, tanda baca gads miring (), hurf
FM/EMSTM, tanda baca titil (], nemoar keode Unit Organisasi Eselon §
sebrgal Unit Pengusul, tanda baca gans miring [/, tahun penelapan,
tentang,  den nama  PERATUEAN  MENTERI PERHUBLUTNGAN
FJEKEPUTDSAN  MENTERI PERHUBUNGAN/INSTRUES] MENTERI
FERHUBLNGAN,
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3. Kala lentang dilulia seburubnya dengan hural Kepilal tanps spasi
scria dilotakkan di tengah Magin.

4. Judul Poraturan [ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubunpon dibunl
secare singkat dengan hanya mengmunakan belberaps lals atan Frasa,

letapd  secara  esensial maknanya telah  dan mencerminkan isi
Poratorsn f Kepuilussn SInsirukst Mentern Perhobungan.

Contoh Tocraturan Menteri Perhubungan ataun kepanasan  Monteri
Perhubungan yang menggunakan frasa

a. KEPELABUHAN,
L. KEBAMNDARUDARAAN.

5, iyl Peraturan fKeputusan/Inatroksi Menteri Perhubungan ditolis
seluruhnya dengzn horf Kapital vang diletalckan di tenpgah matiin
tanpa diakhiri tanda baca dan tidalk beolch ditambah dengan singkatan
atAu akronim.

Contoh:
a. Deraturan Menteri Pecbubungsn yang dirandataneani cleh Menteri
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INFHINESLA
MNOMOR
TENTANG
b Keputusan Menterl Perhubungan veng ditandatangani oleh
Menteri
KREPUTUSAN MENTERI PERHUGBUNGAN REPUBLIK INDGNESLA
NOMCR

TENTANG

o, Instruksi Menieri Perthubungan yvang ditandatangani oleh Menterd
INSTRUKS] MENTERI PERALUBUNGAN REEPUBLIK TNDONESTA
MNOMOT -
TEMTANG
f. Pads judul Peraturen Mentenn Perhubungan atau Keputusan Menleri

Perhubungan  yang diubah ditembahkan frasa perubahan atas di
depan judul Peraturan Menleri Perhubunpgan atan Keputusan Menteri

Porhubungan.
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Contoh untuk Teraturan Menteri Perhubungan -
PERATURAN MENTEE]I PERHUBLUNGAN REPUBLIK INDONTSIA
NOMOR :
TEMNTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOE ... TAHUN . TENTANIG ...,

Contoh unituk Kepulusan Monten Perhubuangan
KEPUTUSAN KENTERI PERHUBUNGAN REPUBLTK INDHINESTA
NOMOR -
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERT PERHURLINGAN
NOMOR ......... TAHUN .  TENTANG __.____.

7. Pada judul Peraturan Menreri Perhubungan alsu Kepulusan Menleri
Perhubungan  Llelah  diobah  lebih 1 [sstu) kali, disntara kala
perubahan dan kara atas disizipkan keteranpan  vang menuniulskan
berapa kali perubahan terschut telah dilaloukan, tanpa merine
perishahan scholumnya.

Conteh untul Persluran Menten Perhubungsn :
PERATURAN MENTERI PERIIUBUNGAN REPUBLIK INDONESLA
NOMOR -
TEATANG
FERUBAHAN KEDUA ATAR PERATURAN MENTERI PERHUBUNCAN
NOMORE ..., TAHUN ...  TENTANG ...
Contoh untulk Keputusan Menieri Perhubunpgan:
KEPUTUSAN MENTLERI PERHUBUNGAN REFUBLIK INDOHNESLA
MOMOR
TENTANG

PERUBAHNAN EETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR ........ TAHUN ..... TENTANG ...
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2. Pade judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Kepolussn Menled
Ferhubungan, pencabutan ditambabkan kata pencabutan dengan
huruf kapital di depan nama Peraturan benreri Ferhubungan atau
Keputusan Menteri Perhubungan vang dicabut,

Contoh untuk Peraturen Menter Perhubunpan -

FERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESLA

MORMOR

TENTANG

PENCABUTAN FERATURAN MENTERI PERIIUBUNGAN

NOWOR ......... TAHUN ... TENTANG ..., ...,
Contoh untuk Kepulusan Menteri Perhubuanexan:
KEPUTUSAN MERTERI PERHUBUNGAN REPURLIK INDONESIA
OO
TENTANG
FENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
MOMOR ... TAHUN ... TENTANG ... _.

B. Pembukaan, dengan ketentuan sebaegai beriliur:

L. Pembralaan lerdir olas:

a. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus Peraturan
Menteri Perhubungan);

o Jubalan Pomibenouk Peraluran Kepulusan/ nairuks: Menlen
Perhubrangan,

¢ Konsiderans:
d. Dazar Hukum;

&, Dhiktans,

2, Frasec Dengan Rahmat Tehan Yang Meha Esa {(khusus Peraturan
Menteri Parhubungan} sebagasimana pada butir 1| huruf a, dengan
kctentuan:

Pada Pembuksan Poraturen Monteri Porhubungan tscholum nama
jabatan pembentuls Poraturan Menterd Perhubungan dicantumban
raxe Denpan Rahmat Tuhan Yang Maha Esza, vanp ditulis
seluruhrys dengan hurul kapilal yang dilelukkan ditengah margin.
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Contoh:
PEFRATURAN MENTERT PERHUBLUNGAN REMJIBLIK TNDONESIA
MOMOR :
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

2. Jabalan pembentiuk Peraturan/Kepulusan / Tnstruksi ncrter
Perhuhongsn sebagaimana pada bunir 1 huraf b dengan ketentuan:

Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Kepufusan

Menterl Perhubungan ditulis selwuhnva dengan hurad capital yang
dilctakkan ditcngan marjin dan diakhin dengan tanda baca ().

LContoh Peraturan Menter Perhubunoon:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANC

DEN{IAN RAHMAT TUHAN YANOY MAHA ESA

MENTERI FERHUBUNGAN REPUBLIK INDUNESLA,

4. Honsiderans Prraluran  /Kepulusan/Insiruksi Menten Perhubungan
schagaimana pada tutir 1 horul ¢ dengan kelentuan:

a. konsiderans diawall dengan kata Menimbang yang dicantumlan
sctelah  jabatan pembentuk  Peraturarn;  Keputusan/ Instraksi
Menteri Perhubungan vang diletalklean discbelah kirli marjin, huamf
awal ditulis dengan hurat kapital dan diakhiri dengan tanda baca
tittk dua ).

b. RKonsiderans menuat uraian singket mengenal polkok-pokol
pikiran vang menjadl pertirmbangsn dan alesan pembentukan
Peraturan/ Keputusan/ Instruksi Mentert Perbubungan.

o.  Ditulis sehuruhnya denean huraf kapital yang diletakkan ditehgan
marjin dan diakhirl dengan tenda baca {,).

d. Jika EKonsiderans memuat lebilh dari satu polok pikiran, scriap
polkok  pikiran  dimmuskan  dalam  ranglkaian  kalimat  vang
merupakan kesaluun pengetuan.
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e Jika Peraturan Menlerd Perhubunpan alou Keputuson Menteri
Perhubungan merupakan pelaksananan  dari  Peraturan
perundang-undangan yvuang  lebibh Unggi, delom Konsiderans
mengingat cukup memuat satu pertimbangan yvang berisi wraian
ringkas mengenai porlunya mclaksanakan pasal atau beberapa
pasal Peraturan Penmdang ondangan yang lebih  tinggi vang
memerintahlan pembentukan Peraturan Menieri Perhwabungon
atau Kepuntusan Menrerl Perhubungan denpgan menunjuk pasal
wta boheorapa pasal dand Peraturan perandang-undangan yang
memerintahkan pembentukannya.

Belain memrmat  hal  tersebut di 0 oadms, dalam Konsiderans
Menimbang dapat pula moemuat unsur sosiologis yang menjadi
dasar perlimbangan dan alasan pembentukannya,

f FHko Konsiderans Meenimbanpg khosusnya pada pembentuksn
FPeraturan Menteri Perbubungan  atsu Kepulusan  Menien
Perhubungan dalam rangla:

1] mcnjalankan  kowenangan  peojabat  pombentuk  Peraturan
Menten Perhubungan alsu Keputusan Menton Perthubungan,

2] perubahan alau pencabutan Peraturan Menlenn Perhubungan
atau Keputusan Menteri Perhubungan.

Sebailimyra memuat unsur sosioclogis dan yuridis yang menjadi
pertimbangan dan alasan pembentukannya,

g. Tiap-tiap polkok pikiran diawali dengan hurat abjad  dan
dirimuskan dalam sati kalimat yang diawali dengan kata babwa
dan diakhiri dengan tanda baca titik kaoma, (7).

Contoh:

Menimbarg @ A babiws o dst;

h. Jika Eonsiderans Menimbang memuat  lebih  dari  satu
pertimbangan,  riummazgan burir pertimbangan terakhic  pada
umumnnya berbunyi sebagai berilant:

1) Konsideranns  Menimbang Peraturan Menterl Perhubungan,
berbunyl:

hahwa berdasarkan pertimbangan schapgainana ditmaksud pada
huruf ..., perly menetapkan Peraturan Mconterl Perbubungan
tentang ...... dan diakhin dengan tanda baca titik koma (3.

2) Konsiderans Menimbang Heputusan Menteri Porhubungan,
berbutyi  bahwa  bkerdasarkan  pertimbangan  sehagaimana
dimaksud pada huraf .., perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang ... dan diakhiri dengan tanda baca titik
Latna i)
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3) Konsiderans  Menimbang  Instruksi  Menteri  Perbmibungan,
herbunyi  bahwa berdasarkan  pertdmbuangan sebapaimana
dimaksad pada hural .., perlu dikeloarkan [nstruksi Menter

Perhubungan tentang ... ... dan diakhiri dengan tanda baca Gtk
kama (1.

Contoh:

hMenimbanp - a babwa . dst;

L. kahwa ... clal;

¢. bahwa bordasarkan pertimbangan sebagaimans
dirnakaud dalam buruf a dan huruf & perlu
menctaplkan Peramuran Menteri Perhubungan
tentang ... dan diakhiri dengan  tanda baca titik
koma ().

9. Dasar ITukum, dengan ketentuan sebagal berikal:

a.

Dasar hukum diswali dengan kata Mengingar yvang dicantumkan
setelah  konsideran Menimbang varng diletakan disebelab  kird
mariin, buruf awal dirulis dengenn haraf capital den diakhird
demgan tands baca itk koma ().

Masar hulum menmaat. :

11 Dasar  Kewenangan  pembentukan Peraturan  Menteri
Porhubungan atau Keoputusan Menten Perhulbungas,

2] Peraturan perundang-undangan vang lebih  tinggl  yang
memeriniahlan pembenwkon Peraturan Menlerd Perhubongun
alau Kepulusan Menen Perhubungan.,

Dasar kewenangan pembentulkan Peraturan/Keputusan/Instrulksi
Menteri Perhubungan adalali  Perataran Presiden mengenad
Kedudukan, Togas, dan Fungsi Kementorian  Megara scorta
Busunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementeriagn Nogara, scrtq
Peraturan Menteri Perhubungan mengenal Susunan Oreanisasi,
Tugas dan Tungsi Kementerian Perhubungan,

Peraturan perandangundangan yang diguanakan sebagal dasar
hukium hanya Peraturan perundang-undangan yvang lingkatantiya
lebih tingme atall Peraturan perundang undangan yang sama yang
merjadi Lugas dan nps] ¥emenlerian Pechubongan.

Jika terdapat Peraturan penandang-undangan yaung tingkatannys
sama, maka wrutan penulisannya dimulai dengan  Peraturan
perundang-undangan vang lebih dahulu ditetaplan.

Peraturan Meontcri Perhubungan  atau  Keputusan  Menteri
Perhubungan vang wkan dicabul dengan  Peraturan  WMenter
Perhubungan atau Keputusan Mentcn Perhubungan yang akan
dibentuk  alwu Perawran  perundang-ondangan yeng sodah
diundangkan  lelapt belum resoo berlakw, fidak dicantumbkan
sebagal dasar halkoam.
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Jika jaumlah Peraturan perundang-undangen  lebih dam sain,
wnitan pencanfuman perlu memperhatikan tata urtan Peraturan
perundang-uandangan dan jika tingkatannyea sama, disusin secars
kronolopis berdasarksn saal pengundangan alau penclapannya.

Jika jumlah dasar hukum meomat lebih darl satun Peraturan
perundang-undangan tiap desar hulum diawali dengan angka
Arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda Thaca titik
koma ;).

Peniulisan judul Pernluran perundang unduangan veng dijadikan
sebagal dasar hukum diawall dengan hurif kapital, kecuali kata
tontang.

Jika terdapat dasar hukum berups Undang-Undang, kedua huraf
u ditulis dengan humaf kapital.

Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan
Presiden yang dijedilkan sebagal dasar hukwn, dilengkapl dengan
pencantuman  lLombaran  Wegara Republik Indonesia dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncesia yang diletakkan
diantara tanda baca kurung [ .. I

Contoh:

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor ..... Tabun ... tentang
... [Lembatran Negara Hepuhlik Indonesia
Tahoun _.... Nomor ... , Tarmbahan Lemnbaran
Negara Republik Tndenesin Momor )L

Dalam hal diperlukan uniuk Keputasan Menteri Perhubungan
setelah dasar hulonum Mengingat dapat pula dicantumkan Diktum
Memperhatikan yang memuat antara lain Peraturan perandang-
undangan diluar tugas dan Fungsi Kementerian Perhuebuangan,
Nota, Surat dan/atau Keputiasan Rapat yang seangat releven
domgan  maleri wang  ditetapksn dalam Keputusan  Menteri
Ferthubungan.

. Dkium Lerdhinl atas:

1] Kala Memutislkan;
2] Kata Menelapkan; dan

3)Jenis dan nama PFeraluran  /Kepulusan  fInalruksi Menteri
Perhubungan.

Kata MEMUTUSKAN ditulis tanpa spasi, diakhird dengan tanda
baca titik dua (Jtanpa spasi, dan dilerakkan ditengah marjin.
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Contoh:
MEMUTUSKAN:

11 ‘Kata Menetapkan dicantumkan aetelah kala MEMUTUSKAN
vang disgjajarkan ke buwah dengmun katan Menimbang dan
Mengingat. Humf awal kata Meneltapkan ditulis dengan horaf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua [:).

21 Jenis dan nama vang tercannam dalam judul Peraturan [
Keputusan/nstruksi Menleri  Porhubungan  dicanlumkan
kembali setelaly kata Menclapkan, Llanps frase Republik
Tndonesia serta ditulis seluruhnya dengan hwead kapital dan
diakhin denesn landa baca titk ).

Contoh:
MEMUTUSKAN:
Menctapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUN{AN TENTANG

PENYTILENGGARAAN DIAN PEMNGURAHAAN
ANGETITAN MULTIMODA.

. Baluang Tubuh

1.

Batang tububh memusat ssmua matert muatan Perataran )
Keputusarn f[nsrrukesi Menterl Perhubungen.

Pada umumiya maler muatan dalam batang fububh Peraturan
Menten Perhobangan dikelompokan Jee dalam:

4, Ketentuarn i,

b, Materi polrok vang diatur,

¢. Ketentuan peralihan {jika diperiukan); dan
. HKHetentuan penutup.

Batang tabuh Peraturan Menteri Perhubungan terdiri atas beberapa
pasal, sedanpkan Koputusan/Insomalisi Meonteri perbubungan terdir
dari bebarapa dikiam,

Pengelompokan matert moualen diruomuskan secsra lengkap sesua
dongan kesamaan maten vang bersangkulan dan jika terdapal maler
muatan vang diperhukan recapi tidals dapat dikelompeban dalam ruang
linglrup pengaturan vang sudah ada, mater tersebmt dimuat dalam
hab ketentuan lain-lain.

Bubstansi yvang borapa sanksi administratif atau keperdataan atas
pelanggaran terhadap snati norma, dirumuskan menjadi satu hagian
{pasal) dengan norme yang memberilkcan sanks] admimistratit, namun
dernikian jika norma vang dikenai sanksi administratif cuknup banyak
dapat dilakukan pengelompeokan dalam beb atau pasal tersendioi.

Tongclompokan matern Peraturan Menten Perhubungan dapal disusun
sooara gistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
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T, WJika Peraluran Meniter PerhublUngun mempunyad maleri muatat vang
ruang lingkupnya sangal luas dan mempunvai banyak pasal, pasel-
pasal rersebut dapat dikelompakan menjadi bab, bagien, dan parapraf.

¥, Ponpclompokan maler mualan Peraluran Menteo Perheebongan dalam
bab, bagian, dan paragral dilakukan alas dasar kesamasan maten.

9. Uritan  pengelompokan  malern mudlan Perpturan  Menteri
Perhubungan adalah sebagat lreriloat

a. Pazal-pasal {tanpa bab, hagian, dan paragraf);

L, DBab dengsn pasal-pass] tanps bagian dan parsgraf;

. Bab denpgan bagian dan pasal-pasal, lanpa paragrall atao

d. Bab dengean bagian dan paragraf vang berisi pasal-pasal.
10. Bab

Bab diberi nomor urat dengan angla remawl das judul bab yvang
seluriihnya ditalis denman buraf lkkapital.

Contoh:
BABI
KETENTUAN UMUM
11. Bagian

a. Bagian diberi nomer ot dengan bilangan tingkat yang ditulis
dengan huruf dan diberi judul.

E. [Turuf pwal kote bagon, urwtoan bilangan, dan scdap hata pada
Judul baginn ditulis dengan hurnl kepital, kecusli hurol awal
partilee! vang tidak terlotak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Pengusahazn Anglutan Multimoda

12, Paragrat
a.  Faragraf diberi nomer vrut dengan angka arab dag diberi jucug,
b, Hurul awal dard kats paragraf dan setiap kata pada judul paragraf
ditulis dengan bl kapital, kecualh haruf awal partikel yang tidak
Lerlelak pada awal frasa.

Contoh:

Poragraf 1
Kegiatan Angkutan Mullimoda
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13, Pasal

.

Pagal merupskan sauan aturan delam Perasturan Menten
Perhubungan yang memUatl sain norma dan dinmmusken dalarm
aalu kelimar vang disusun secara sinekat, jelas, dan hagas.

Materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan lebih  balk
dimymmiiskan ke dalam hanysk pasal yeng singkat dan jelas
daripada ke dalam beberupa pasal yung masing-masing pasal
memuat beberapa ayat, kecuall jika materi muatan yang menjadi
151 pasal i merupakan rangkaian yvang tidak dapat dipisahkan,

Pasal diben nomor urat dengan angks arab dan harut awal kata
pasial ditolis dengan hurul kapital.

Huruf awal kata pasal vang digmunakan sebagal acuan ditulis
dengan huruf kapilal,

Pazsul dapat ditinet ke dalam beberapa ayat.

Ayat diberi netmor il dengan angka acab dianlara landa baca
burang () tanpa diakhiri tanda baca titils (1.

Batu gyat yang memuat satll norma yvang dirmiskan dalam sam
kalimat ututh,

Huruaf awsal kata ayat vang disunalkan scbhagad acuan ditubis dengan
huruf kecil.

Contoh:

Peraturan Menreri Perhubungan Nomor 8 Tehun 2012 tentang
Penyelengearann dan Pengiisahaan Aneloatan Multimoda,

Paszal 3

(1) Anplkutan multimoda hanya dapat dilakuleat oleh badan
usaha angkutan mulcmoda.

(2) Angkutan multimoda schagaimana dimaksud pada avat [1)
diselengparakan oleh:

a. Badan Usaha Angloatan Multimoda Nesional.
k. Baden Usaha Angluran Multimorda Asing.

(3) Keglatan angkutan multimoda scbapaimana dimaksud pada
avat (1] melipati kegiatan yang dimlai sejak diterimanya
barang oleh Badan Usaha Angkutan Multinoda dari Penemana
Jasa  Anelmtan Muldimeda sempal dengan  discrahkanmya
barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari
Badan Usshe Angkulan Mullimoda scsual dengan vang
diperjanjikan dalem dolkumen angkulon multimoda.
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Jilka, suatu pasal aran avatr memuat rinelan unsur, sclain
dirwenaskan  dalam  bentuk kalimat deongan rincian dapat
dirumuaskan dalam benluk labualasi.

Contoh:
Faxal 2

Anglkulan mullimoeda diselenparalan oleh Baden Usaha Angkutan
Multimoda Nasional dan Badan Taaha Angkutan Multimoda Asing.

I=i pasal werssbut dapat lkebih mudah dipshan jikas dirumuoskan
sebagal berin:

Fusal 2
Anglkutan mualthinoda digelengaralean oleh:

a. Badan Usaha Angkuian Mullimoda Nasional; dan
b. Badan Usaha Anglutan Multimoda Asing.

Penulisan bilangan dalam pasal atau avat selain menggunakan
angka Arab dikuti dengan kara atau frasa yane ditulis diantara
tanda baca lourmang | .

Jika mmerumuskan pasal alau avet dengan bentuk rabulasi,
memperhatilean ketentuan sebagai beribat:

11 SBetiap rincian harus dapat dibaca schagai sata rangkaian
kesatuan dengan frasa pembuka;

2] Betiap rincian menggunalean hura abjad keeil dan diberi tanda
baca titik ();

2] Setiap frasa dalam rnclan diawall dengan Inuuf kecil,

4] Belap rincian dialthdn dengan tanda baca LUk koma (;).

5) Jika so@u ringian dibagl lag ke dalam onsor pang ebih keodl,
unsur kersebul dituliskan masuk ke dalamn;

6] Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut
diberi tanda baca titik dua {3];

7] Pembagian rincian ([dengan urutan makin kecil) ditulis dengan
atjad kool yarg dilkutl dengen tanda buca titik ), angka Arab
diitkui dengan tandas baca titik (), ahjad kecil dongan tanda
baca kururyg tulup (] ), angks Arab dengan tanda bacas kunung
tutup [} )i dan

8] Pembagion rincian tidal melebihi 4 (empat) tingkat, jika rincian
melebilbl 4 {fempat) tingkat, pasal yang bersanglatan dibeagi ke
dulam pasal alau ayal loin,

Jika unsur atau ritwian dalam tabulasi dimaksudkan sebaga
rincian kumulatif, ditambahlkan kata dan yvang diletskkan di
belakang rincian kedua dari rincian teralchir.

. Jika rincian dalam  tabulasi  dimeksudkan sebagai  rincian
komulatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di
belakang rincian kedua darl rincian reralkhir,
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Kata dan, atau, dan/aweu tidak perlu dintangi pada alchir setiap
UMSUT dlEa0 Hncian;

Contoh:
5] I
8. ... : {dan, atau, dan/atau)
b ;
Loy (i, wland, darf ole)
200
=] [ ;
b...... ; (dan, aau, dan/atau)
1] ...oont [dan, alaw, domn, atoau)
2 S :

14, Diktwrm dalam Kepotosan )/ Insirikst Monteri Perbubungan

bMater] muatan dalam batang tubuh Keputusan/Instriuks: Menter
Perhubungan dirarnusloan dalam Diktum, dengan ketenloan schagai
berilonat:

.

b

Diktum memuat satu norma dan dirumuslean dalam satu kelimat
vang disusun secara singkat, jelas, dan lugas,

Diktom cliberi nomor wrut dengan bilangan ungkal yang ditulis
seluruhnya dengan hnuaf kapital,

Jika suama Diktum  menuat  rincian uansuar,  maka  selain
dimumaskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat
dimumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contob Kepulusan Menleri Perhubungan:

EKEDUA - Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Dikium

PERTAMA terdiri dari:

a. Pengarah,

b. Penanpgung Jawals;
¢. Koordinator, dan
d. Peluksana.

Contoh Inzirmksi Menleo Perbubunpan:

KETUIUH: Para Dircklur Jenderal seswal bidang dan tugasnya

masing-masing, melakaanakan:

a. pengawasan techadap beroperasinya aplikasi SIASATI]
pada Unit Pelaksatin Teknis masinge-masing:

b. operasionalisas aplikast SIASATT pada masa
angkutan Leharan dan angkutan Natal/Tabun Barw;
dan

& evaluasi pemanfaatan aplikasi SIASATI untuk dapat
digunakan dalam mendukung proses pengambilan
kepulusgan secara berkesinnmbuongan.
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d. Diktum diletakbkan sejajar rals ki dengan Konsiderans, dasar
Hukum dan Menetapkan.

Cantah untuk Keputusan Menteri Perhubungan:

Menimbang : ... ..o..oae
Mengingal & .oiceiieeieeens

Menctapkan e
PERTAMA T
KEDIUA i,

Comish unluk Instrukesi Menteri Perhubungan:

Menimbang L

Mongingat Tt
MENGINS TR KASIKAN:
Kepada U
b
Untnik :
PERTAMA
KEDLUIA e

13, Keleniusan Womam

a. Ketentizan Umum diletakkan dalam bab satu, jika dalam Peraturan
Menteri  Perhubungan  tidak  dilakulesn  poengelompolkan bab,
Ketentuan Unmam diletaklean dalam pasal atan beberapa pasal
awal.

b. Ketentuan TTniuun dapat memuat lebih dard satn pasal;

o, Ketentuan Umum berist

1) Batazan penpertian atau deliniai;

2) Sinpkatan alan akronim  yang dituangkan dalaim  batasan
pengerlian atau definisi; dan atan

3y Hal-hal lsin yang bersifal urmom yvang berlako bagl pasal alau
hebwrapa  pasal  berikuinya  anlara lain kelentusn vang
mencetminkan asas, maksud, dan njuan tanpa dirumaskan
rerzendivi dalam pasal aan bal.
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Frasc pomburka dalam ketentuan umum pada Peraturan Mentori
Perhubunpsn berbunyl schaad benkoud:

BaB |1
KETENTUAN LMUM

Pas=al 1
Dalam Peraturan Menteri inl, vang dimaksud dengan :

1. Anglutan  Multimeoda adalah  anpkuran barange  dengan
mcnggunakan paling scdikit 2 {dual moda angkuten yang
berheda  atas dasar 1 {satu] kontrak sebagal  deokumen
anglkutanr mulbmoda dari satu lempal dilerimanya barang aleh
baden usaha angloiian mualtunode ke suatn tempat yang
ditentiskan untulk penverahan barang kepada penerima barang
angkutan rmattimoda.

Jika ketentuan umum memuat batasan pengortian atau definisi,
singkatan atau zloonim lebih dar: satu, masing-masing uralannya
diberi noemor wut denpan angks Arab dan diawali dengan huraf
kapital serta dialthirl dengan tande baca titlk {.].

Kata atau stilah veng dimuwel dalam kelenloan dmum hanyalah
katn ataw istlah yvang digunakan berulemy-ulpne di dalarn peasal
atau bebernpa pasul selanjulny:.

Apabdla  rumusan  definisi dari  suara peraturan perundang-
undangan dirumuskan kembab  dalam Poraturan Menien
Pechobungan vang akan dibentulk, nomusan definisi tersehut
harus smma dengan rumusan definisi dalam Peraturan Menteri
Perhutmngan yang mengatur permasdlabuan sejenis dan ielah
herlaku.

Jika suaiu kals alaw isiilah hanya digunekan satu kali, naman
kalg alau istilah ilo diperlukan pengertisnnya untnk suata Bal,
bagian alau paragral leelenio, kara alan iatilah il dibert definisi.

Jika suate balusan pengeriion otau definisi perlu dikudp kembali
dalam ketentuan wmum susatu peraturan pelaksanaan, roumlsan
batasan pengertian atau definisi div dalam peraturan pelaksanasn
harus sama dengan rumusan batesan pengeriian alau delinisi
vang terdapat dolam  peraldran yang  lebih tinggl vang
diluksanakan lersebmal,

Karena batasan pengertian atan definisi, singkatan, ataw alrenim
berfungsl unluk menjelaskan makna suatu kate atan istilah mada
batusan penpertian atao defimsi, singlaten alronim tdalk perla
diber punjelasan, dan karena in harus diromuasken  dengan
lengkap dan jelas schingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
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k., Perubizan hurul aswal tap kala  ataw stilah vang  sudab
didefinigilean atz diberi batosan penpertian dalam ketenlosn
umnum dilalis dengan bhural kapilal bailk diganaken daelam norma
veulg diatur, penjelasan maupun dalam leenpiran,

L rlan penempatan kela atan istilah dalam keteniluan amum
hendaknya metisikhuti ketentuan sebagai beriloat:

a. Pengertian yang mengatur tentang lingloip wmum ditempatlkan
lebih dahulu dad vang kerlingkup khusus;

b Pengertian vang terdapat lebih dahula di dalam materi pokok
yang diatur ditcmpatkan dalam wmitan yang lebih dahuls; dan
. Pengoertian yang  mompunyai kaitan  dengan pengortion di

ataanya diletalklzan berdelatean secara beruratan

bater: Poliok Yang DMalur

a. Matcti pokck vang dianur ditemparkan langsung setelah bah
keotentuan umum, dan jika tidak ada pongelompolian bak, matert
pokok yang diatar diletakkan sgetelah pasal atau beberaps pasal
ke tenliioat I,

L. Pembagan materi pokolk ke dalam kelompolk vang lebih keell
dilukukan menurul knleria yang dijoadikan dasar pembagian.

Ketenluan sanks adrmuonisiratif

g, Banksi dalsm Peraluran Menen Perhubwmgan pada proinsipnya
hanya dimungkinksan dalam benluk sanbes adminigiralil daofalau
dimunglzinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

I, Bubstansi vang horupa sanksi administratif atas pelangganan suatu
norme, diromuskan roenjudi saru bagian (pasal) dengan norma yang
membernlian sanksi administratif;

g, Jika norma yvang memberikan sankst adminisiratif terdapai lehib
dari satu pasal, sanksi admimistratif dirumuskan dalam pasal
terakhir dari bagian {pasal) terschut;

d, sunlesi odministratil depal berapa antara lain pencaburan izin,
pengawasan pemberhenudan semenlara atan denda admmstratif;

e. selain  pankgl admimistratif, jike diperlulen dopat pula disntar
adanya sankst keperdalsan berupa anlars lan gand  kerugian
scaal peraluran perundang-undangarn.

Ketentman Peralibian (Jika diperlulian)

8. Ketentuan Perslihan memuat penyesualan pengaluran Undakan
hulmam  atau  hubungan hmkum vang sudah ada pada  saat
Petaluran Menteri Perhubungan atan  Keputusan Meontem
Perhubungan yvang baru mulal berlaku bertujuat untuk:

13y Menghindari terjadiiya kekosonpgan hukum;
2) Menjamin kepastian hukum;
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3] Mermberikan  perlindungan hukum bag pihak yang lerlicna
dampak perubahan ketentuan Peratiosan Menteri Perhubungan
ataw Keputasan Menton Porbubungan; dan

4] Mengatur hal-hal yang bersifat  transiaional  aten bersifat
RCIMCTATE.

b Ketenluan Peralihun dimoat dalam Beb Helentoan Peralihen, dan
dilernpalkan sebelum Keleninan Pernutup, Jika dalam Peratutan
Menieri Perhubungen Gduak diadekan penpelompuklken bab, pasal
aral heberapa pasal yang memuat ketentvuan peralihan ditempatkan
sebelum  pasal arau beberapa pasal yang rmemusl Kelenluan
Peputup.  Adaspun  dalaom Keputusan  Menteri  Perhubungan,
ketentuan  peralinan dimuat dalam Daiklom yeng  ditemmpaikan
sebelum Diktum yang memuat Eetentuan Penatup,

Contoh:

B4R vINl
HKETENTUAN PERALIHAN
Fagal &7

(1) Kelenluan wyang meogatur mengenai Jasa  Pengarosan
Tranaportasy vang ada tetap berlalu sepanjarnge  Odak
bertentangan dengan Peraturan Monten ini.

(2) Perusahaan Jasa Pevgurusan Transportasi yang telah ada toap
dapat moenyolenggarakan 1saha jasa ponglrasan fransportasi.

(3] Dalam hel Perusahaan Jasa Pengurusan Transporiasi
sehagrimang dimaksud pada ayal (2} aken beralih menjads
badan usaha angkutan multimoda menyesuaikan Peraturan
Moenteri ini paling lama 3 [Uga) wmhun sejak dilelapkannya
Peraturan ini,

. i dalam Peraturan Menteri Perhubungan alau Kepulusan Menter
Perhubungan  yang bam dapat  dimuat ketentuan mengenai
POIYIMpangan sementara atau penundaan somoentara bag Hndakan
Imkham ataw hubungan haloam certentu.

Comtoh:
Pazal 10

Perusashaan pemblayaan yang telah memperoleh izin usaha sebeham
Peraturan Menler inl mulal berkaky, wajib menerapkan ketenluan
usang muks schagsimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (1) dalam
porjanjian pemblayaan konsumen dalam jangks wakly paling lama
3 ftiga) bulan sojak Peraturan Menterl ing mmalai berlakou,

d. Penyimpangan  serngntara ferhadap ketentuan Peratoran
Pengundangan berlako juga begi  kelenluan  Peralihan YENE
diberlakusurutkan.
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e. Jika suatu Peraturan Mealen Perhubunpan alag Kepulusan Menternl
Perhubungan diberlakukan swrat, Peraturan Menteri Perhubungan
stau Keputusan Menter Perhubungen tersebut hendaknya memuat
kctentuan mengenal statys tindakun bhukum yvang terjodi alau
hubungan hulkum yang ada di dalam tenggang waliu antara
tanggal  mualai kerlaliu surut dan langeal  malai berlskuo
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ataun Kepubusen
Menler Perhubuongan.

Contoh:

Setiap awalk kapal patroli vang telah memperoleh uang Lk patk
berdasarkan ketentuan yang kerlalbu sebelum diundangkannya
Peraturan Menterl ini, berhalk memperoleh uvang lauk pauk
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan memperhitungken
uang lauk pauk yang rclah diteritnanya.

[. Jika pencrapan suatmy Peratuaran Menwerd Perhabansan alau
Keputusan Menteri Ferhubungan dinyatakan ditunda semontara
bagi tindakan hukum atzu hubungan hulkum tertentu, ketentuan
Poraluran  Menteri Perhubungasn alau Kepulusan Menden
Perhuehungoan  lersebut harus memuoat secors Legas doen rinei
undakun hukum alaw hubungan bulam yane dimaksod, scria
jangka wakna dan porsyaratan borakhimya penundaan scmentara
terschut.

Contoh:
Pasgl 11

Perusahaan pembiayaan vang telah memperoleh izin 11saha sebelum
Peraturan Menrter: ini mulai beraloa, wayily menerapkan ketentuan
natlg muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam
perjanjian pembiayaan kensumen dalam jangka waktu paling lama
3 [tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulal berlaku.

g. Rumusan dalam Keientuan Peralihen tidak memuat perubahan
lerselubung atas ketentuan Peraturan Menterl Perbubungan atau
Keputusan Meoterd Perhubungan lainnva, Perubahan ind hendalkniva
dilakukan dongan membual batasan pongertian bara di dalam
keterituan umium Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan
Menteri Perhubungan atau dilakulsan dengan mombual Peraturan
Menteri Perhubungan atau Eepuiusan Mentenn Perhubungan
perubahan.

Contoh rumusen ketentuan peraliban yang harus dihindan:

Pemberian kredil alay kegialan sejenis lainnya yang vang sudah ada
pads saet muolai berlakunys Peratoran Memeri ini dingatakan
sebagai kegiatan permbiavean menurut Fasal ...
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19, Kerenluan Penutup

a. Ketontuan Penutup ditemnpatkan dalamm bab lerakhir. Jika tidak
diadaskan pengelompokan bab, ketentuan wumum  ditermnpatkan
dalam:

[) Pasal atau beberapa pasal terakhic unluk Peraturan Menterd
Perhubungan; arau

2) Dikturn atlan beberapa Diktum tcrakhic untuk Keputusan Menterd
Perhbungan.

b. Pada umumnya Ketentuan Penutup memual kelenluan mengenai;

1] Penunjukkan organ akao alar perlenglcapan yang melaksanalan
Peraturan Mentert Perhubungan  atau Heputussan  Menterd
Perhubungan,

2] Nama singkat Peramuran Menleri Perhubounpan ata Keputusan
Menteri Perhubungarn;

3] Status Peraturan Menteri Perhubungan atau Kepolosan WMenle=n
Perhubungan vang sudah ada; dan

4] Baat mulai berdaku Peratwan Menteri Perhubuampran  atao
Kepumusan Menteri Perhubungan.

¢, Penunjuklean argan atau alat perlenglkapan yang melaksanakan
Peraturan  Menteri  Perhubungan  atau Keputusan  Menterd
Perhubungan sebapgaimans tersebat huruf b anglks 1) bersifat:

I} Menjalanican, misaloya penunjubkan  pejabal lertenla yvang
diberikan kewenangan untul memiberikat izing

2 Mengatur, misalnya meomberikan kewonangan unoulk meombuat
peraturan pelaksanasn;

3} Menetapkan, nuizalnya  memberitan kowenangan wuntuk
menetapkan leputusan sebagal pelaksansan Peraturan Menterd
Perhubungan atau Keputisgan Menteri Perhibungan

Contohs:

Ketentuan mengenal petunjulke telinis L. ditetapkan dengan
Foraluran/ Eepuimzan Ddrclagr Jendoral,

d. Bagi Nama singkat Peranaran/Keputusan/instruksi Menteri
Perhubumpan vang patjang dapat ditmmuar ketentuen mengenai
nams singkat sebagrimena tersebut huraf b anghka 2) dengan
memperhatian hel-hal sebagal beriku:

1) Nomor dan tabun pengeluaran Peramaran keputusan/lnstrukst
Menterl Perhubungan vang bersanglouran tidal dicanhumlean;
dan

2] Mama singkar buksn bernips singkatan atau akronim, kecuali jikea
singkatan atau alkrenim ity sudah sanget dikenal dan tidal
menimbulkan salah pengertian.

. Nama singhkat tidak mernuat pengertian yang menyinipang darl is1
den nama Peraturan/Keputusan/ Instaks) Menterl Perbubungan.
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f Nama Peraturan /Keputusan/lnstruksi Menten Perhubungun yang
sudah disingkar tidak perlu dibern nama singkal

2. Binonim tidak dapat dipsrgunalsan untuk nama singkal.

I Jika materi muatan dalam Peraturan Menten Perhobungan atau
Keputosan  Menteri  Perhubungan  yang bam menyebablian
perubehan alau pengganlian seluruh atau sebagian matert muatan
dalatn Peraturan Menteri Perhubungan aran Keputusan Monterd
Perhivbungan yang lama dalam Peraturan Mentert Perhubungan
altau Kepuiusan Menter Porhubungan yang barin harus sceara tegas
diamur mengenai pencabutan seluruh atau sebhagian materi miatan
Peraturan Mentord Porbubungan atau Keputusan  Menten
Perbubungan.

i, Fumusan pengeabutan  Pergturan Mentori Perhobungan  atan
Keputusan Menteri Perhubungan diawali dengan frasa “Pada saat
Peraturan Menteri ini mmilai berlalou L Y atau “Pada  saat
Kepuhiean Menteri Ini mulai herlaloa ... " kecuali untuk
pencabutan yang  dilakukan dengan Peraturan Woenten

Merhubungan araun Keputusan Montor Porhubungan torsendiri.

i, Demi  kepastian hukum,  pencabulan Peraluran Menderi
Perhubungan aleu KHeputusan Menteri Perhubungan hendaknya
tidak dirumuskan secara umum kelapt menvehulkan dengan legas
FPeraturan Meniteri  Perhubungum ataa Keépolusan . Menderi
Perhubungen yong dicainst.

k. Untuk mencatrut Peraturan Menteri Perhubunpgan atau Kepulusan
Menteri Perhubungan wvang telah diundangksn danfatau  telah
mlai berlaku gunakan frasa dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Contohe:
Pada saar Peraturan Menteri ind mulai horlaloa:

a. Pasal ..... , Pasal ...... Peoramaran Menteri Pcrhubmgan atau
Keputugzan Menteri Perhubungan tentang ...,
b. Keputusan Menler] Perhubungan teatang .. ',

dicabut dan dinyatakan tidak berlala,

l. Pencabutarn Peraturan Menteri PerhUhbilngan atad Kepurilzan
Menteri Perhubungun diserial dongan kotcrangan mengenai sianis
hultum dar Peraturan Pelaksanean, peralaron lebih rendah, atau
keputusan yang telabh dikeluarken berdusarkan Peraturun hanleri
Perbubungan atau Keputusan Menleri Perhubungan yang dicabwl,

m. Untuk mencabul Peraliran Menterl Perhubingan atan Keputasan
Mcnter Torhubungan yang telah divndaogkan atau ditstapkan
flelap bolum mular berlaku, gunekan frase dinvatakan tidak
herlaku.
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Contoh:
Pada saat Poraluran Menber int rmilsd berlakn, Peratiwsn MWMenleri
Perhmbungan Nomar .. ... Tahur ... tentang ....... dinyatakan tidal
berlaloa,

n. Pada dasamya Poraturan Mentert Perhubungan mulaj berlatay pada
sant  Poraluran  Meonteri Porhubungan  lersebuol  diondangkan,
sedangkan Kepulusan Menlern Perhobungen mulan berlaku pada
aaat Keputusan Menteri Perhubungan fersebut ditetapkan, dan
untuk Instriksi Menterl Perbubungan mulai berlalu pada sast
natruksi Menter Porhobungan torsebud dilkeluarkan,

Cotitoh Peraturan Menterl Perhubungan:
Peruturan Menteri in molad berlaku pada tonggul  diundenglean.
Contoh Eeputusan Menleri Perhubungan:
Kepulusarn Menteri imi mulai berlaknl pada Langual ditetaploan,
Contoh Instrikal Menteri Perhubuengan:
Instrubksi Menteri ini mulal berlalou pada tangeal dikeluarkan.

0. Jika ada penyimpangan (erhadap saal mulal berlakunys Poraturan
Menteri Perhubungsn torschut  pada saat diundangkan ataw
Keputusan  Menteri Perbubumpan lersebul pada sast ditetapkan,

hal ini dinvatakan sccara tegas dalam  Peraturan Menteri
Perhubungen stau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan:

1) Menentukan tanggal  terlenlu saal  Poramgran Menwen
Porhubungsn  atin Kepulusan Menlen  Porhubungsn  akan
berlalug

Contoh di batang vubuly
Ketentuan meongenal ... mulal berlakoa sejale tanggal ...
Contoh di Ketentuan FPenuiup!

Poraturan Menber int mulal berlabeo pada tanges!  diuodanglen
dan borlako surol sejak langeal o
Kopulusan Menlerd ind mulal berlaku pada tanggal diundanghan
dan berlako surut sejak tanggal ...

2) Menyverahkan penetapan saat mulai herlakunya kepada Poraturan
Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

3) Dengan meneniukan lewainye tenpgang walitu tertentu sejak saat
penpundangan atau penetapan.  Agar  tidak menimbalkan
kekelirnan penafsiran, gunakan frasa “setelah™ ... (tengpeng
walktu) terhitung sejak rangeal diundangkan.
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Contaoh:

Peraturan Menterl 1nl mulai herlalon setelah 3 {dea] bulan
terhitunyg sejuk langpal ...

Keputusan Menderl 1t mular bertaku pada langoal  diletapkan
dan berlalon surmit sejak tangsal ...
p. Tidak menggunakan frasa “... mulai berlaku efcleil pada tangsal
glau  yanyg  sejenisnyva,  karens [rass ind menimbollesn
ketidakpastian menpenst saul berlakirnya:

1) Peraturan Menteri Perbhubuangan yvaitu saat diandangkan atan
saat borlaku clektf; atao

2 Kepulusan Menteri Perhubungan yailu saal dilefapkan alau saatl
bxerlaku ekl

q. Pada dassarnya saat mula berlalu Peratiran Menteri Perhubungan
atoun Keputusan Menteri Perhubungan adalah sama bagi selurnih
bagian Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri
Perhubunean dan selurubh wilayah Bepullik Indonesia.

r. Peayimpangan torhadap =saat mulai berlalou Peraturan Menteri
Perbubungan atan Keputusan  Menteri Perhbungsan dinvatakan
areara tegas dengan menetaplan ketentuan dalem  Peratutan
Mentori Perhubuingan atau Keputugan  Menteri Perbubungan yang
berbeds saat mulai berlakunya,

Contoh
Pasal 18

Ketentuan mengenai...... sehagaimeana dimaksud dalam Pasal 9 avar
(1) dan ayvat {2} mulai berlaloa pada tangegal 1| Januari 2012,

5. Pada dasarnya saat mula berlalunya:

a. Peraturan Menieri Perhobongan Udak dapatl ditentukan lebikh
awal dari pada saat pongundangannya; alau

b, Keputusan Menlerd Perhubungan tidak doapat ditentnksn lebih
owzl daripady sl penetapannye.

t, Jikn gdo alasan wang lmal untnk memberlakukan  Peraturan
Menieri Perbubungan atau Kapuatusan Menteri Perhulbuangan lebih
awnl daripada sasl pengindangannya (berlakm surut) diperhatikan
hal sebagal berikut:

1] Rincian mengenai pengarub kelenluan  berlaku surun img
terhadap hukum, hubungan hulmum dan alkibat huloun tertentu
yang sudah ada dimuat dalem ketentuan peraliban;
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) Awal dari saat tnulai herlalku Peramuiran Menteri Perhubungan
atay Keputusan Mentor Porhubungan ditctapkan tidalk lebih
dakuiiu  dari  pada  saat raneangan Peramaran Menterd
Perhubunpsn slau Kepulusan Menler Ferhubungan terschut
mulal dikctahwi olch masvarakat.

3l Pembehanan kowajiban vang meomberatkan para pihak sedapat
munglin tidalk berlalon surutkarn.,

x. Baat pmalai berlabmnya perataran atau keputusan yang meripalkan
pelakzanan darl Peraturen Menteri Perhubungan atau Keputusan
Menteri Perhubungan tidak boleh ditetaplan lebih awal dari pada
saat mulal berlelmnya Peraturan Menteri Perhubungan vang
mendasaritiva.

y. Peraturan  Menteri Perhubungoan hanva dapat dicabut dengan
Peraturan Menteri Perhubungan  atau Peraturan  Perundang
undangan  yang  lebih  Ungei  sedanpken  Kepulusen  Menlerd
Perhubungan dicabut dengan Peraturan Menter: Perbubungan atau
Keputusan Menleri Ferhubungasn.

0. PENUTUF
1. Penulup merupakan bagian althic Peraturan Menteri Perhubungan
ptau Keputusan hlenter] Perhuabungai vang metmnist:
g. Peraturan Perhubungan meimmuat;
1) rummusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan
Menteri Perhulnmpgan dalam Berita Negara Republik Indonesia
2) penandatangan penetapan Peraturan Menten Porhubungan;
3) prngundangun Peroturan Menteri Ferhubungan; dan
Ay akhir baghan penutup.
b, Keputusan Menteri Perhubungan momuats
1} rumusan DETLY 3IMIPEIAT Balinan Keputusan Menteri
Perbubungan;
2} penandatanganan penctapan Kopuiusan Menteri Pethubungan;
3} penetapan Keputusan Menteri Perhmibuangan; dan
4} alihir bagian penunap.

3. Rumusan  perinlabh  penpundangan dan  penempatan  Peraturan
Menteri Ferhubungan dalam Berita Negara REepublilk Indonesia
hativa terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan, vang menipakan
hagian darl pasal distasnya dan tidak perlu diempatkan dalam pasal
tersendiri.

4. Rumusan pormiah penpundangam dan penempatan Peraturan

Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik [ndonesia
beorhunyt sachegrai herikol:

Agar sctlap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatanuyva dalam Berita Noguara
Republik Tndonesis:.
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Penandatangan dan penetapan Paratuizran Menterl Perhulbnongen ataa
Kepuhisan Menteri Perhabungan memuat:

a. Tempal dan tangeal penelapan |

b. Namu jabalan ;

e, Tandatangan pojabat dan

d. Nama lenphap pejabal yang menandsatsngani lanpa gelar, pangkat,
gclengan, dan nemor induls pegawai.

Rumusan tempil dan tanggal penetapan diletakan di sebelah kanan,
Ndama Jjabsan dan nama poejatal ditolis dengan huraf kapital, Mada
akhir nana jabatan diberi tenda bLaca komaf} Ehusus untuk
Keputusan Mentern Perhubungan yvang dilandalangani vleh pgjabat
E=zclon 1 atau pejabat Ezelon dibawahnya atas nama Monteri
Ferhubungan, schelum nama jahatan diberikan frasa a.n.,

Contoh 1:

Dilelaplean di Jakarla
rada tanggal.. v

MENTERI PERHUBUNGAN
REPLUELIK INDONESTA,

lemicda Lungan
E.E. MANGINDAAN

Conteh 1

Dirctapian di Jalearta
pada tangEal....o... ..

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
RETPUBLIE INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

tanda tastgan

LEON MUHAMALL
Pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan memuat;

i Temnpal dan langeal pengundangan;

b. nome jabalan veang bereenong mengondanglan;

c. tanda tangan dan;

. nama  lengkap jabeman  yang menandatangani, tanpa  gelar,
pangkat, golongan  dan nomor induk pegawai,

Tempat dan tanggal pengundanpgan Peraluran Menteri Perhubungan
diletekan disebelah kiri [ dibawah ponandatanganan penctapan).

Nama jabatan dan nema pejabat ditulis dengan huraf kapital. Pada
akhir rwma jabatan dibetd tonda baca komal,).

2013, No.1151
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1].

12,

13,

Contoh:

Diundenglan di Jakarta
pada tanggal,, ...

MENTEEI HUKUM DAN HAX ASAERL MANUSIA
REPUELIK TNDONESTA,

tanda tangan
AMIR SYAMSUDIN
Pada akhir bagian penutup dicantumban Berita Negara Republik
Indonesia beserta talhun dan nomor Berita Negara terselbut.

Penulisan frasa Berita Negara Republilk Indonesia dimlis selurubinga
dengan hruf kapital,

Contoh:
EERITA NEGARA REPUBLIK INGONESIA TAHUN.. ... NOMOR......
Peratuireuy  Menteri Perhubungan dapat diberl penjelasan  jika

dilperhilean, untuk Kepuhasan Menteri Perhubungan tidak diben
Penjelasan.

E. LAMPIRAN

1.

Dialam bal Poraturan Monten Perhubungan atau Keputusan Monteri
Perhubungan memerlukan lampiran, hal torsehut harus dinyatakan
delam batang tubuh dan permatasn baliwa lampiran dimakesad
merupakan baglan yang ddak terpisahlan darl Peratawran Mcngeri
Perhubungan  olouw  Kepoilusan  Menteri  Perhubungan vang
bersangkiian.

Conloh |

T gebagaimana tercantum dalam Lampiran....yeng merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh [1

v SChagaimana tereantam dalam Lampiran,,... yang mermipalian
bagian lidak terpizahkan dari Keputusan Menterd Ini.

Apabila suam Peraturan Menteri Perhubnngan atau Keputusan
Menterl Perhubungan  memerlukan lampiran  {dinyatakan secara
{egas dalam pasal], lormatnya adalal sebagai beriloat:

a. Lampiran diletakan di halaman berilzut sesudah penutup;

b, Kata “Lampiran” di lernpatkan di bagian kanan marjin, semuanya
ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebib darl salu, maka
pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan
seferusnya;
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c. M bawah kata Lampiran ditempatkan judul Peravaran Menteri
Perhubungan atsu  Kepubiisan  Mepteri Perbulbangan vang
aemuanyi ditulis dengan hurof kapiel lanpa (anda baca;

d. i bawalh nama Meoncori DPerhulnangan atal Eeputusan Menter
Porhubungan  di o twempatkan judulfnama Lampiran yang
diletakkan dibagian tengeh mariin dengan huenf kapital, tanpa
sndd baca;

e Db Dbawah judul/nema Lampiran dilempathan meaieri/ s
Laxnpiroe,

f. Dalam hal Lampiran lebibh dati samn halumon, kota Lampiran
culknup diletakkan pada halaman Xesaru,

g. Betiap halamean Lampiran dibenokan nomeor halaman wang
diletakknn dibagian tengah aras marfin demgan angka Arap,
kecuall pada halaman kesatu lidek diberikan nomor, dan

h. Pada akhir Lampiran hars dicantumkan nama dan tandatangan
peiabat yang menetapkan Peraturan Menlenn Perhubungan zilao
Kcputilsan Mentert Perhubuangan.

Peraturan fKeputusan [Inatrukaai Pimpinan  Undt Organisasi
Eselon [ di lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Eeranglia dan isi Peraturan,/ Keputusan JInsoruakasi Pimpinan Unit
Organisasi HEselon [ sama dengan keratpgka dan i Petaluran
Keputusan/nstrukasi Menteri Perhubungan aebagaimana tersebut
Lersehul dalam angkas Romawi T A, B, C, I dan F dengan
penpecuslian;

2., Kop TPoraturan/Eopatuson/ lostrniksi Pimpinan Unit Creanisasi
Egclon 1 ditwar dengan menggunakan kortas denean kop frasa
Kementerian Perhubungan Republik Indoncsia yang diletalkan di
tenpah marjin dan selurmhnya dimalis deogan horof kapital sanpa
tanda baca;

3. Judul Porataran/Kematusan fInstriksi Pimpinan  Unit Creanisasi
Ezclon 1 di letaklean dikawak leop dengan formar sebagai berikut:

a. di bawah nama Unit Organisasi Feelon 1 pemrakarsa lerdapad,
jenia peraturar;

b di bawah jenia peraturan terdapal nomar, koedering pemmakarsa
dan tahun penstapan peranira,

c,di bawah nomor, nomor kodermmg  pengusul, dan tahun
penctapan terdapat kata TENTANG” lctaknya di tengah marjing,
semuanyd dengan buraf kapital tanpa spast;

d. di bawah kata TENTANG terdapat nama peraturan, semuanya
dengan huraf kapital tanpa tanda baca,
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4.

Pada baglan pembukaan peoolisen jabotan pembentulean
peraturan atau keputusan, di olls sesual denygsn nana jabalan
Fimpinan Unit Organisast Eselon 1 yang hersanglutan, semuative
dengan huruf kapital,

Pada balang (ubieh peraiucan sedapat mungkin dihindarn adanya
materl yang bersifar substanlil. Pada dasarnya Peraluran Pimpinan
Unit Organisasi Eselon [ hanva memual teknis anlara lain berups
prosedur  pelalsanasn wgas duan formelfbentuk murat  ataw
dokumen lain,

Pada bagian penutup, penulisan jahatan pembentukan peraluran
ataul  keputusan, ditulis sesual dengan nama  jabalan Unit
Organisasi Esclon I yang bersangkilton, =emuanyve denpgan huroaf
lapital, tanpa akronim dan dialthiri dengan tanda baca kKoma [,)

IfI. Hal-Hal Khusus b

1. Pendelegasian kewenangan

a.

Pendelegasian kowenangan peraturan kepada Peraturan Pimpinan
TUnit Esclon | hanyva dimungkinkan untulk hal hal yvang bersifat
ganpat teknis admistratif dan sepanfang diamanatlan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan vang lebih tingpi.

Pendelegasian  kewenangoan hams menyebutkatl secara tegas
merngenal raang linglup mealeri dan jenis peratoran pelaksanaan.

Conloh:

Eetentuan lebih lanjut menpgenal ... {mmateri vang alkan diolor Isbilh
lanjut} diatur dengan Peraturan Direktor Jonderal o

Dalam perdelegansiean kewenangan mengatnr sedapat mungkin
dihindari adanya delegasi blanko.

Comtoh delegas blanlo:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menveri ind,
diatur lchib lanjur dengan Peraturan Dicelcour Jenderal ...

Peraturan pelak=anaan hendaknya tidek mengulangi ketentuaan
norma yang diatar didalin peraturan yang mendelegasikun,
kecuali jika hal tersebut memanp idak dapal dihindart.

Oi dalam peratirsn pelaksanssn Udak roengutp kembali romuosan
norma #lau kelenluan yang terdapal dalam Peraturan Perundang-
undangan yang lebith bnggl vang moendelegasikan. Penputipan
kembali dapal  dilskuksn  scpanjang  rumusan norma atau
kotentizan terschut diperhilan sebhagai pengantar {aanloop) untulk
merumaskan nosma atan keweotuan lebih lanjut di dalam puasal
artau ayar atmn beberapa ayual selanjutnya.
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2. PFerubahan

a. Perubahan dilakukan dengan:

1] Menyisipkan atau menambahkan muatert kedalam Peratuaran
Menten Perhubungan stau mengubesh  malen di delam
Kepuiusan Menteri Porhubungan atao

2) Menghapua atau tneneganti sebagian maler Peratiran Menler:
Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan,

b. Untuk porubahan Poraniran Monteri Porhubnumpgan, batang rabuh
lerdiri atas 2 (dua) pasal yang dituli= dengan angla romawd vaitn

1} Pasal | yang memuar judul peraturan yang dinbabh dan memual
seluruh matert perubahan; dan

2} Paszal I vang memuat ketentuan tentang saat malai berlakua,
Dalam hal tertenta, Pazal 1 jugs dapat memuat keterrbian
peralihan dari Peraturan Porundang-undangan, perubahan
vang maksudnva berbeda dcngan ketentuan peralihan dari
peramuran Porundang-undangan yang dinbah,

Contoh al
Pasa] T

Peraturan Menteri  ini  mulai berlaln pada tangzal
diundarnglian,

Conteh b
Pasal 11

1. Pade sani Pergturan Menteri int mulai berlaloa, Perubahan
pembiayaarn yang tolah memperolch izin ussha dan Monterni
Perhuabungan tetap dapat melaksanakan kegialan usahanya
dengan  ketentuan  wajibh  menyesuaikan  persyaratan
kecukupan modal paling lana 1 (sata) tahun serclah
berlakunya.

2. Peroturan Wenperi ind mulal berlakyu pada tanppal di
divndangankan.

c. Perubahan dengan kelsnluan:

1} Jika materi perubahan lebih darl satu pasal, seliap Uruten
penibahen dirinci dengan angke Arab {1,2,3 dan seteristye)

Contoh perubahan Peraturan Menteri Perhubungan:

Pasal 1

Belberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomwor..... lvotang....., diubab sebagal beokut:
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1. Ketentuan Pasol 7 diubah sehingga  berbunyl  zebagal
heriluat:

Fagal T

----------------

2. Eetentuan Pasal & diubah sehingga  berbunyl sebagai
benokut;

Pasal &

3. dan selerdsnya

Jiko hanya ditambablivn artan digisipkan pasal barg, pasal
bary dicanlamksn i wempsl sesusl dengan melcnd yang
bersangkutan. Pasal barn yang dizisipkan di antara keduanya
ditambahkan hurul kapital (4, B,C dan seterusnva pada nomor
pas=al baru).

Contoh untils Peraturan Menteri Perhubungat:

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisiplan 2 [dua) pasal, yalmi
Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagad berikut:

Pazal ]l A

Pazal 1 B

Jika dalam Peraturan Menteri Perhubuongan disisipkan ayal
baru yang tidalk merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat
bamy itu hendaknva dicantumkan pada tempat vang sesual
detngun malerinya. Aval bari tersebul disigipkan disntara
keduanya dengan tambahan huraf/abjod kecil a,b.c dan
seleTusnya yang diletakkan diatitata tanda baca kuarung ([)).

Contoh :

I anlara ayal (1) dan ayvat [2] Pasal 18 disisipkan 2 [dua) avat,
vaknl avat {la) dan avat (1b] schingga Pasal 18 berbunyi
schagal benkut:

Pasal 18
{1}
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. Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan
Menderi Parhubungan heodelinva Udek mengubah  sistetnatlila
vang ada dalam Perahuran Menteri Perhubungan atau Keputusan
Menter Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berilut:

1) Jika sistcmatika berubah amaa materi lebih dari 50% [(lima
puluh persen) atau csensinya berubsh, Peraturan Menteri
Perhobungan arau Keputusan Menteri Perhubungan tersebur
lebih baik dicabut dan disosun kembali delam Peraturan
Menteri Perhubungan alau EKepoatusan Menlert Perhubunpgan
vang bang,

2) Jika yvang diubah Lampiran Perataran Menteri Ferhubungan
atan  Lampiran Keputusan Menteri Perliubungan, neama
Peraturan Wontori Perbubungan  atan Keputusan  Menten
Perbobungan  ditulis Perubshan Alas Peralursan Menlen
Perhoubungan  atsu Perubahan Alas Repulusan Menten
Perhubungan wyang divbah. Belanjutnys, redeksional unmak
mengukbah lampiran dituangkan dalaan Pasal.

Lontoh -
Pasal I

Mengubah Lampiran 1. Lampiran [II, Lampiran VI, dan
Lamnpiran IX DPeraturan bMenter, Perhubungan Nomor ...
sehingga menjadi sehagimana tercantum  dalam Lampiran 1,
Lampiran [[, Lampiran [11 dan Lampiran 1V yang menipakan
bagian yang tidak terpisabkan dar Peraturan Menter ini.

Pagal IT
Peraturan Menteri ini mulai erlakn pada tangeal dinndangloan.

e Dalam hal terdapat satu atau lohih materi yang diubah pada
Lampiran yvang Derisi matert yvang cukup banyalt sehingaa tidale
memungkingkan untuk diubah sccara kescluruhan, hendaknya
perubahan pada Tampiran tersebur culap meliputi perubahan
atas malen terschul.

(ontoh :

Angka 4 dan angka 16 dalam Lampiran [ Kepulusan Menlen
Perhubungan Nomor ... diubah sshingpa berbumyl sebagai
Eerikut ;

4. Nugriho, 5 H., M.P.M schagai Tim Pelaksana.
16, Sekar Melati 8. H, L LM sebagai Ketua Tirn Periunns,
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3.

Jika dalam suatn Peraioran Menteri Perhoebungsn atau Kemamisan
Montert Forhubungan, dilakukan penghapusan atall suatu bab,
bagian, paragraf. pasal dikhun atau ayat, maka urutan bab,
bagian, paragraf pasal, diktom, atsn ayer  tersebuot  tetap
dicantumbkan dengan ditreri kelerangan di hapus,

Contah untuk Peraturan Menteri Perhubungan:
a. Pasal 16 dihapus,

b. Pasal 18 ayat {Z) dihapus, schingeal Masal 18 berbunyl sebagai
berikut:

[ 1 S
{2] Mihapus
(3 ...

Contoh untulk Kepatusan Menteri Perhubungan:

Diktum KETICGA dihapus.

Fenocabutuan

a. Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicalai dengan

Peraturan Porundanp-undanean yanpg tingkatamsya sama atan lebih
Lirg.

-Keputuzan Menteri Perhiibungan hanya dapal dicabul dengan

Peraturan Perundang-undangan atau Kepulasan yvang tingkalannya
saima atan lehib tinggl.

. Pencabuman Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan

Perundang-undangan yang tinglkatannya letdih tngg ihg dilakkan
Jika Peraturan Perundang-undangan  yang lebih  tinggl  itu
dimalkzudkan untuk menampung kernbali selurubh atau sebaglan
materi Peraturan Mentert Perhubungan vang dicalrut lersebut,

Pencalratan Keputusan Menteri Perhubungan dempan Peraturan

Perundang-undangan  ataa  keputusan yvang tngkatannva locbih
tinggi ilu dilakubsan jika peraiuran perandang-undangan yane lelbah
tingpl itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau
sehagian maleri Hepulusan Menled Perhubungan vemg dicabiul
oreebt,

;. Jika ada Peraturan Menten Perhubungan vang tidak diperlukan lagi

dan  diganti denpan Peraluran Menlernn  Perhubungan  barg,
Peratuiran Wenteri Derbubungan yang battt harus secata tegas
mencabiil Peraluran Menteri Pechubungan vang Bdak diperlukan
tersebut.

. Jika ada Hepuitussn Menteri Perhubungan yang tidal: diperlukan

lagi dan diganii dengan Keputusan bMenteri Perhubungan baru,
Keputusan Mentcri Perlmbungan yeng baru harmis secara tegas
mencagbut Keputasan WMenterli Perhubungan yang tidak diperlulan
Latsetal.
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£ Jika selurub atau aebagian materi Perataren Menteri Perhubungan
telab ditampung kembah dalam Peraturan Forundang-undangan
yang lingkatan lebih linggl tersebul harus secara tegas mencabur
Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.

h. Jika seluruh atan sebagian materi Keputusan Perhubungaa 1elabh di
tampung kembali dalem Peraluran Perundoeng-undangan ataw
keputusan yang tingkatsnnya lebib tinggi, Peraturan Perundang-
undangan atau keputusan yang tingkatannye leblh tngpel tersebuc
harus secora lepgas mencabut Keputusan Menter Perhubungan
terschbut,

i Kepuiisan Mentetl Porhubumzan ddak depat mencabut Keputusan
Mernteri Perhubungan vang bDersifar mengaiur yang  terbitlan
sebehun berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang
Pembentulean Peraturan Perandang-Undarngsn.

]+ Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon | tidak dapal mencabul
Peraturan Menteri Perhubungan,

k. Jika Peraturan Mentleri Perhobunpgetn bart mengstor kembah suata
materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakulkan, pencabutan
Peraturan Menteni Perhuhangan itn dinyetakan dalam =alah sam
dilcbum  dalam  ketenluan  penuiup dad kepuloussn Monterd
Perhubungan yang bare denpan mengeunaksn rumuossn dicabol
dan dinyatakan tidak berlaloa.

L. Jika Keputusan Menteri Perhubunpan baru mengatur kembal
materi vang sudah ditetapken den sudah diberlaloilaan, pencabutan
Keputusan Menteri Perhubungan itu dinvetalkan dalam salsh satu
diktum dalam  lketentuan penutup  dari Keputusan  Menterd
Perhubungan yang bam, dengan mengmunakan rumusan dicabut
dun dinyatakan lidak berlaku.

m, Pencabutan Peratiran  Meoateri Perhubungan vang sudah
divndanglzan atau dinmmamkan, tetapl bebam mulai berlaku, dapat
dilakukan dengan Peraturan Meneeri  Perhubungun  lersendis
dengan mencsunekan mumusas di tarik kembali dan dinyatakan
tidalk berialoa.

rn. Jika pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dilakukan dengan
Peraturan Menteri Perhubungan pencabutan  tersebul  pada
dasamya memual 2 (ua) pasal yvang ditalis dengan Arah, yaim
sebagui  beriloul :

1} Pasal 1 memuat ketentuan yvang menvatakan tidak berlakunya
Peraturan Merntori Perhabuingan,

2 Pasal 2 roemual kelenluan dentlang sasl mulal berlakunya
Peraluran Menler] Perhubungan yang bersangkulan.
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Comnlok:

Pagal 1
Peraturan Meonteri Perhubungan Narmaor ..o tentang .. dicaban dan
dinyatakan tidak borlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan ind mulal berlaka pada tanggal
diundanglan,

. Pencabutan Peraturan Menleri Perhubungan yang menimbullean
perubahan dalam Peraturan Mentetd Perhubutipen lain yong terkeait
tersebut Kecuall ditentukan lalin secara tegasy,

p. Peraturan Menton Perhubungan awau ketentuan yang telah dicabml,
totap tidak borlalay kembal, moskipan Perataran Menteri
Perhubungan yang mencabut di kermadian har dicabul pula,

4. Halinan

a. Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan
dan Kepurusan an {atas nama) Menteri Perhubungan hanya belch
beredar jika salimannya telah disyahkan olch Pimpinan Unit Hukum
Sekretariat Jonderal dan diberi cap dinas sesuai denpan ketentuan
vang berlaki;

Contoh:

Halinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan KSLMN

[ttd dan cap dinas)

MNAMA (tanps gelar dan/ataun panghkal)
NP ...

b. Keputusan a0 [atas nama) Menteri Perhubungan lainnva  [mizalnya
mengenai kepegawaian), dan keputusan yang ditandarangani aleh
pejabat Eselon 1| boleh bereder setelah salinannwya disahlian oleh
pcjabat Unit-Unit Organisasi Esclon 1 vang bersanglkutan vang
diben wewcnang untuk meongesahkan dan diberi cap dinas sesuai
dengan ketentuan vang berlak,;

c. Penulisan huraf awal dari  kata =salinan Keputusan Menteri
Ferhiubungan dan Keputusan a.n (atas name} Menteri Perhubungan
dirmalai dengan hunif kapicad, diakhiri dengan tanda baca titik dua
(:} dan tdak mengguanakan Tasa Yih,

Comioh;

Salinan Keputuaan Menterd Perhubunegan ini disampaikan kepada:
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5. Penommorsm halaman

Sctiap Peraturan! Kepulusazn) mstruks Menleri Menten Perhubungan
diberi nomer halamusn pada lembar halamesn dengan menggunakan
angls Arab dilctalkan pada tengah bawah padda lembaran  kecuali
halaman portama Lidals diberi nomor halaman. Sctiap lampiran diberi
nomor halamsan baru dengan anpgka Atab diletakkan pads bawah
lembaran, kecuali halaman pertama tidek diberi nomor halaman.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BENTUK PERATURAN/
KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN,
PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I,

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUEUNGAN

CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UTNDANGAN DI LINGEKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A

B.

Peraluran Metiteri Perhubungun;
Kepulusan Menien Perhubungsn,

mstruksi Menteri Perhubungan

. Keputusan Menternn Perhubungan yvang dilandatangani oleh Fimpinan Unit

Orpanisass eselon | atau Eselon dibawahnya alas nama Menwen
FPerhubungan;

Feraturan Pirnpinan Unit Organdsast Baelon I

Keputusan Pimpinan Unit Crrganisasi Esclon f;

. Inatruls] Pimpinan Unit Grganisasi Eselon 1;
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A, CONTOR PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUELIK INDONERSIA

MOMOR ..., TAHUN.....
TENTANG

[rorna Persturpn semusoyi mneogeunakan hurof kepital, den diakhiri tanpa tanda

Baca)
DENCFAN EAHMAT TUHAN YANDG MAHA E54

MENTERIL FEEHUBUNCGAN REFUBLIK INDOWNESIA,

Menimbang ¢ A haliwa ...
b bahwa ... :
o behwa Lerdeserken pertdimbangan sebospemans dimaksadd
dalam hurat a dan hnuf b, perlu menctaplean Poratiiren

Menteri Perhuhungan tentang ... :

'
YR

Meopgehgal

ienee o HATY BELETSTIV L

b e

MEMUTTEEAN:

Menctaplan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ... {nama
Pemultucan Menten Perbubuogany.

Pasal 1

Peraturan 1oi mialal erkdon pada langeal dintid: ke

Agat setiap otang mengetahuinya, memerintahkan pengundengan
Fornturan MealerD o dalam penempatannya dalam Berita legern
Republik Indonasia,

Dhlelunkan i dakarla

pade tangaal

MENTERI PERHUBUNGAN
HEFPUBLTKE [NDONESIA,

NAMA (lunpa gelar, panglkal,
Danfatau nduk pesawali)
Dimndanglan di Jalkarta
pude {nngenl

BENTERI HUEUM DAN HAM
REFTHLIK INDONESIA,

Hama [tanpa gelar, danyfatau pangloat)
BERITA NEGARA REPUBLIK INDCONESIA TAHUN ...... NOMOR ...
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B. CONTOH KEPUTUBAN MENTERI FERHUBUNGARN

EEPFUTUEAN MENTEEL FERHOBUNGAN
REPUBLIE INDONESIA

KOMOR :
TEHNTANG
mamea pemluran samuanys menggunakan hurgfkapilal, Jdun diakhin tanpa lwnda bace)
DENGAN BAHMAT LT HAN TANG MAHA ESA
MENTERI FERHUBLNGAN RHETUBLLE INDONESLA,

Mznimbang : B bahwa .
babwa .. ... ;
@, behws berdasarkon perlimbangan sebogsimens dispals ad
dalat hueu! a dan burul b, perlu, menetepakan Peraturan
Peranucan Meatert Perhubungan teatany

Menpingul - 1.
2 cerene A SEEINENA..L
MEMLUITISEAN:

hctetaplran ¢ EEPUTUOSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

e {TIATAR
prraturan Menger Perhubungan).

FERTAMA

HEDITA

EETIGA : Keputusan Menter iod onulei herteahog pada tanggal
ditetaplian

Diterapkar ki Jukarta
pada tanggal

MENTER! PERHURBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa pclar, pangkat,
don fatae induk pepawdl

SALINAN keputusan Menceri ind disampailean kepada:

P :
3. dan seterisnyd ...
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C. CONTOH INSTRUHKSI MENTERI PERHUBUNGAN

MSTRI'REEI MENTERI FERHUBUNGAN
REFUELIK INDONESLA

NOMOR
TEKTANC
(mame peraluren semuanyva menggunakan hyral kepital, den diskhicl tanpe tande

Lyeae:i]

MeENTER] FERHUBUNGAN EEPUBLIEK INLDONERLA,

Menimhbeang B bahwa ..
tr, bahwie ... g
. babhwa berdasarkan petlimbanean scbagaimane dhimuksud delar
huruf a dan buruf b, petln dilelnarkan [stnaksi Menteri
Pethubungen tantang . ... 3
Mengingat : | . H
. S dan seterusaya ..
MENCGIMNSTRUKSIKAN:
Kepada 1.
3. ... Dstnve.
Untuk
FERTAMA
KHIIL A
EETIGA v Inacrulkesi Menter itti timulad berlalm pade tangeel

dikchrarkan.

Dikcluarkan diJakarta
pada tangpal

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUELIK INDONEEIA,

KAMA itanpa gelar, pamghat,
Darfalao indulk preygaswai)

BALIMAN Instruksi Mentert ini dissunpaikan ke pada:

1. .o
-
3. Dan acocruEnye .,
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D. CONTOH

64

REPUTUSAN MENTERIL PERHUBUNGAN YANG

DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON 1
ATAB NAMA MENTERI PERHUBUNGAN

Mletingal

PERTAMA
KICIILA

KETIGA

2,

hEenimnbang

Menelaplian

KEPUTUSAN MENTERI PERAUHTINGAR
REFUBLIE INDONESLA

MNOMOR

TENTAMG

[ama peraturan semanya mengganakan mrof kapital, dan disdrhir teapa tanda bacs)

MENTER] PEFHUBUNGAN REPUELIK [NDONESIA,

a. hahwy g

b. balhwa .......;

. babwa Decdlaxarkan pertitnbsngan wehapairmans dimaksoand
dalam humaf a dan burf b, perln menctapkan Meratiran
Menteri Perhubungan tentang ... B

P, aT SRIATURTUE |,
MEMLI T SIAN:

EEPUTUBEAN MENTERI FERHUBUNGAN TENTANG ...
(nama peratnran Meneer Perbubungang.

Keputuaan Memntari ini muolai berlalou pada tanggal ditataplan,

Ditetaplan i Jdakartn
pada langgal

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
REFURLIK INDONESIA
BEKRETARIS JENDERAL,

MAMA {tempa gelar, panglat,
Idan fatan indulk pepawsil

SALINAN keputusan Menterd it disamnpadiian kepada:

3. rdan sersrusnya ...
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E. CONTOH PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANTRASI ESELON I

r——r

FERATURAN DIREKTUR JENDERAZL

aaan PP T R

KOMORE -
TENTANG

[MHmna peerdluran semuosnya menpgunakan horuf kapital, dan dialtis tanpa tands
baca)

DENGAR RAHMAT TUHAN YANC MAIA E2A
DIREETUR JENDERAL ...........,

MernumnbiTe : w. bahweis
I, bahwa ... :
.  hahwa berdasarkan pertimbangan eshagaimana dimalksicl

dalam harnaf a dan bwiaf b, porha menctapkan Feraturan
MMenterd Ferhubungan centang ... :

Menpingat ¢ 1. e
3. dan secelrusnya ..

MEMUTLSEA:

Menctapkan - PERATURAN DIREETUR JENDERAL TENTANG ... (Dama
poraturan Divckoer Jenderal oL

Pasal |
PP . < s = o v f B =11 4 RO
Fagal ..
Peraturam Direklor Jeroleral ind nulid herlaka pracde Taogead liletapkotl.
LDileLapkan di Jakarlz

pada tangEal L

DIREKTUE JENDERAL

ARNRE P RN NNFNERR NP FRRRE AP T R EY

NAMA (tanpa gclar, pangker,
Danfatan nduk pegawad)



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1151 66

F. CONTOH EEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON 1

KEPUTUZAN DIRERTUR JENDERAL ........
MOBCHE
TENTANG

{name peraturan scrouanya owengeunakan hundd kapital, dooct dieddird lanpa Landu
Dara)

LIREETUR JENDERAL ........,

Menimbang :  a. bahwa ... ;
h. bahwa .......;
e bahwa mrdasackan perlamisingan satmeoirmama dimakesud

dalam hurufa dan huruf b, periu menpstapkan Keputusan
Lrirektur Jenderal tentang .....3

Merngmpget - 1. L
- S
b dan selerusiiya ..

MEMUTLIZRAN:

Menelapkan - KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... {namw
peraturan Menier Perhio lunpar).

FEETANMN

KHDLA

EETIGA : EKeputusan Direktur Jenderal ini mutai berlalm pada
tangaa) diterapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PIREKTUR JENDERAL

N AEE R EEEEmiEEELEEE R ELEEEEEmy

MAMA (Lanpa gelar, pangkat,
Dan/atem induk preawad)

EALINAN oputussan Menrer ini disnmpaikean kepade;
1. ...
2. .

3. dan sctorusnyva ...
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G. CONTOH INSTRUESI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELONT

INSTRUKEI DIREKTUR JENDERAL .. ...
NOMOR :
TENTANG

{mama peraniran asmuanya. mengeinakan huraf kapitad,
dan dinkhiri tanpa tandeg hocoa)

DIREKTUR JENDERAL ........,
Menim bang

nc.p:l
=
E
x
5

» bahwa berdasarkan pectimbangan sebagaimana dimalesud
tdulutn huruf i dat huraf b, perly menetepkan Keputuasn
Direktur Jenderl tentang ...,

Mengangat @ L
2. .........duan selerusnya

MENGINITRIUIKSTKAN:
Keparda N .

g darl l&;etenlsn}m..
Untuk
PERTAMA
KETDUA
EETIGA v Instruksi THrektar Jenderal ind mulei berlaku pada tanggal

dikehgarkan,
Dikelhiarkan di Jalkarta
pada Latweal

DIREETUR JENDERAL

ELRLERRNL L LIRS PR ILRN LI T Y}

WAMA [fanpa gelar, patgiat,
Dlan faran indulk pepawsd)
SALINAN Instruksl iy disampaikan Kopada:

- BN H
3, dan sclerusnya ...
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LAMPIRAN 111

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

FOHRMAT DaN STANDAR PENGETIKAN PERATURAN f KEPATTIIBAN [
INSTRUKS1I MERTER] PERHUBUNGAN DAN PERATUORAN f KEPOTUSAN [
INSTRUESI FIMPINAN UNIT ORGANIBASI EEELGN T DI LINGKUNGAN

HEMERTERIAN PERHEUBUNGAN

CONTOH FORMAT PENGETIKAN FERATURAN / KEPUTLR3AN f

INSTEUVEBI MENTERI PERHUBUNGAN

Menimtang :

Mengmngat :

[TELERETIL S

[

"

" dAn seter =TA

Bl

Dijteuazken di Jabosrta

MENTERL HUHUM BAN HAM
REPUBLIK INDORGELA,

lars, (LA prlar, dan/mre, prngag

PERATURAN MENTERI PFERHUBURGAN
REXUHLIH LHDOUNEYLA
| 2 spCEd
SCME,
L& ompasi
TENTAR;
12 apni
loeaiia peeratocan Mewat Pecbeluos gan|
L3 mgas
CREGAT RAHMAT TOHAN VANG MAHA ERA
12 upusi
MEATLEEI PERHLUHUNGARN EEFLB K LIV 20050,
1 2 spusi
| 2 mposs
12 mpue
MERUTLSEAN,
1 2 sqwasi
Menrwuphan: PERATURAN MERTERI PERFHUBUNGAN TENTANLE ...
b apaai
BaN
52 wpasl
HAIAD 1ion
V2 spani
Pariapiz”
L2 apaal
Leeal ..
Flan selarusiey
]2 spas
Tirctapkoan di Jakama
rrda ranggal
T apesi
MENTEFI FERHLUBUNGAN
REMUBLIE INDONERIA,
i 1 mpas
MAKTS ilziring wetdr, searpks
caasatan uiduk pegae)
V3 amaa
1 amanri
...... NOMOE

BERITA NEGARA REMIBLIH [NLLHESLA, TARON
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HEPTTUSAN MENTER] PERHUBUNQAN
REPFUBLIK INDONESIA

| 2 upasi
NOMOR :
12 apaal
TENTANG
H2 spasi
(narma perataren Menteri Perhubungan)
12 gpari :
MENTEER] FPERIIUDUNGAN REEPUBLIK INDONESIA,
12 apmgi

Monimbang . &, L ;
b, : | 1 apasi

1 2 spasi
Mengingat : 1.
3. dan selerusmys
P2 sl
MEMUTUSKAN:
12 spas]
Menastapkan | KEPUTLEBAN MENTEED PEEHUBUNGAN TENTANCG ...
i3 spas
PERTAMA ...,
KEDUA R ' 1 spasi
KETICA  Koputusan Menteri ind mulai berlaky pade tatpeal ..
I 2 spasi

Ditclapkan di Jakarta
npada rangeal

! 2 spasi
MENTEFEI FERHUBUNGAN
REPUELIK INDONESLA,

i3 spasi
NAMA (tanpa gelar,pangkat,
Dunf g induk popawai)

1A apam

Zalinan Keputusan ini disampeilkan kepada
b 2 =paai

1.
20 .
J. ... Dan seterusnya.
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INSTRUESI MENTERI PERHUBUNGAN

REPUELIK INDONESIA
PR 1w I
NOMOK ;
2 spasl
TENTANG
} & spasi
(nama Instruksi Menteri Perhubungan)
i 2 spusl
MENTER] FERHUBUNGAN FEPLELIK INDONESLA,
i 2 epasi
Mormumbantp d - :
b, o i A spusi
c. dan selerusnya .
b o0
Menpimger 1. ... ;
- P ;
3 dan scterusnya g
i A spus
MEMGINSTELRKSLEAMN:
LoD spasi
Kepada N PO
2
. dan setsrisnya,
L2 spasi
Untul
L 2 apasi
PERTAMA ...
KEDUA HE ! I spasi
KETIGA s Instriksi Menteri ini mulzi berlalu parde tanggal
dikeluarkan.
2 spasi

Dikeluatksn di Jakarta
pala tangpal
VL5 spast
MENTERI PERHUBTNGAN
HREPUBLIK INDONEEILA,

L3 apasl
NAMA [tanpa gelar, panglat,
danfatau indulk perawsad)

F 1.5 spasi
Balinan Keputsan inl disampaikan kepada

L 1.5 spasi
L. ... ;
2. 3

U
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II. CONTOH FORMAT PENGETIKAN FERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUHKSI
PIMPINAN UNIT ORGANISARI EEELON 1

Conloh formal pengetiban Peratuesny Keputusan/Insiruksi Pimpman  Unil
Organiaaai Eaeslon I menggunakar contoh format  pengetikan
Fetaturan f Keputusan S Instrilkest Menleri Perhubungan sebagaimang  tersebut
pada angka Romewi 1.

Ol STANDAR PENGETIEAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTERI
PERHUBUNGAN, EEPUTUSAN MENTERI PERHUEUNGAN, PERATURAN
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT
ORGANTSASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHURUNGAN

Standar pengelikan Peraturan Menten Perhubungan, Kepulusan Menieri
Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon Idan keputusan
pimpinan unit organisasi eselen 1 di lingkungan kementerian perhubungan,
denpan kertentuan sehaga berloat:

1. Ulkmran kerta (Paper Size) (k4 (8.5 x 13 Cusiom)

2, Marin, dengun kelentusn sebagad beriloat:

a. Balas atas (Top Marin) (4.5 em

b. Baras bawah {Sottomn Marfing tdcm

c. Batas kiri [Left Marjin 2,9 cm

d. Batas Kanan [(®ight Mo :2,5cm
3, Jenis Huruf {Font Style t Booloman Old Style
4. Ukuran Hurnl (Font Sizs) P12,

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

CONTOH EESEPAKATAN BERSAMA

L CONTOH EESEPAHATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 [DUA)
PIHAK

KESEPAKATAN BTRSAMA
ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REFUBLIE INDOMNESIA
DEMNGAN
UNIVERSITAS NZGERI JAKARTA
TENTANG

PENGEMEANGAN SUMEER DAYA MANUEIA, TERNOLOGI
DAN MANAJEMEN DI BIDANG THANSFORTASIL

Neomepr: RI13 Tahun 24413
Mornon: 15N WM/ 2013

Pasda hari ini Senin, tanggat Dua Pulah Cua bulan Juli tesan Due Riba Tiga
EBelas (22-7-2015), bertempat di Jalarta, yang bertandatangan di
Lraswralr it

1. EE. MANGIRDAAN, sclaku Menter Perbribingan, dalam hai ind bertindak
unluk dan alaz rama Kementerlan Perhubungan  Republik Indercsia
berdazarkan Surat Keputusaa Presiden Ecpublik Indoncsia MNomor 590F
Tahun 2011 tculang pemberhentian denpgan hormuat Monien Negara Kelanet
Tndenesin Bersatya [T Perinde 2009-2014 don pengangkazan Menterd Negara
Kahtanet Irdonesia Bersatin 1 dalam stsa measa jabatan Periode 20092014
tangeal 18 Oktober 2011, beralamat i Jalan Medan Merceita Barat Nomor
&, Jakarta 10110, untul selanjutnya discbut PIHAK PERTABMA.

2 Frof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.P4A, xclaln Roktor Univorsitas  Wegeri
Jakaria, dulan hal ind berliodak unluk dan ales namse Universilas Mewsri
Jukarla berdasarkan Buman Kepnisan Peesmiden Repuibbike Tndonesia Notoor
19/ Tahun 2010 lentang Meogangkatan Reklor Universitas Negen Jakaurla
Perinde Tahun 2010 - 204, beralamat di Jalsan Eawoamanpun Muka, Jakarta
13220, untuk selenjutnys dischuat FIHAK KEITUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEIVUA secara bersama-sama untuk selanjutiya
dizsebut PARA PIHAK, terlebih dahuln menersnglean hal-hal sebagal berilont:

8. balwa Pepartemen Perhubungan dan Universitas Neogerl Jakarta telah
mengadakan Kesepakatan Berssma enltang Penpembangan Sumber Daya
Wanusta dan Monajemcn di Bidang Transportzs’, Nomor KM.56 Tahan
006 dan Nomor 19/J34.H/PR/ 2006 fangeal | Seplember 2000, yang
brrlaku pelama 3 [Uga) talitn cdan elak serakhir masa berlaleunva pada
tnnewal | Senloiber 2009;
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b. bahwa PARA PIHAK perlu melanjutkan kerjassmna moengenai pengombangan
Sumber Daya Manusia, Teknologl dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Schubungan dongan hal-hal torschbut 4 atas, maka PARA PIHIAK sepaloat
untuk menpadakan Kesepakalan Bersams denpan ketentuan scbagai berikaat ;

PARAL 1
DASAR HUKUM
Dasar hukum dibuatnya KEesepakatan Bersama ini adalah -

a. Undang-undang Momor 20 Tahurn 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nastwnal {Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Tndonesia Momor 43015

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peckorotaaplan [Leombaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republilt Indonesia Nemor 4722);

c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelavaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Namor &1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomaor 4849),

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tcrtang Poncrbangan (Lembaran
Megara Republik [Indonesia Tahun 2009 Nomer 1, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesin Nomor 48506,

e. Undang-undang Nomor 22 Tobhun 2009 (sntang Lalu Tintas dan Angloaten
Jalan {Lcmbaran Megara Hepubbk Indomesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Mogara Republik Indonesia Normor 5U00E5);

f. Peraturan Pomerintah Nomor a6 Tahun 2010 lenlang Perubahan Alas
Peraturan Pomerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

g, Peroluran Pemncrintah Nomor 531 Tahun 2012 tentang Sumber Daya
Manusia di Bidang Transportasi;

h. Poralturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kemenlerian Megara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eaclon i KHementerian Negara;

i. SHurat Keputusun Menter Pendidikan MNasional Nemor 20570/ 2003 tentang

Statutu Universilas Newgerl Jakarla,

Kepuwlusan Menleri Kevnangan RI Nomor 440/KMEK.O05/2008 tentang

Penctapsn Universilas  Negerl Jakarta pada Departemen Pendidikan

Nasional schagai Inslansi Pemenntah Menerapkan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umnum;

k. Pecraruran Menteri Perhubunpgan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang
Orzanizsasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

o
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PASAL 2

MAESUD DAN TUJUAN

Kesepakatan DBersama ni dibuat dengan maksoud dan Lguan antuk
mengembangkat,  dan meningkatlean kompetensi sumber daye manusia,
penguasaan telknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi

PASAL 3

RUANG LINGEUP

Ruang lingloap Kesepakatan Rersama ini meliputi :

TR ARG TR

penelitian, pendaraan, penphapat dan pengembangan;

perencenean dan releyasa;

kegistan ilmiah dan semi ilmish;

pendidikan, birmbingan, pengajaran, dan/alau pelatihan tenags profesional;
pengelolasn dan favau pemberian pelayanan Gelonis;

perlukaran informasi;

kemsuttaai;

dolkumentasi, dan

kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, vang skan ditvangkan dalam
Adendum.

PABAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR

Dalam pelaksanan Kescpakatan Borsgma inl, PARA PIHAK sepakat uniuk
melaksanakan tugas dan tangpung jawab sebhagai berilout :

a
43

G,

B

{1)

mernyusw program sceara terpadu vang berlalou bagi FARA PTHAK;
menvediakun lenaga, saruna dan prasarana yang diperiulian scsusi dengan
kemampuan dan kewenangan PARA PTHAK;

memenuhi kotentuan di bidang pendidikan, penchtian, dan pengabdian
pada tasvarakat, danfatan pemberian  pelayanan  teknis di bidang
transportas sesual dengan kelentuan peramuran perundang-undangar,
mengutamakan kelancaran tupas polok PARA PIHAK;

menjaga lkerahasinan PARA PIHAK, dan tidak sakan menvebarkan hasil-
hasil kerjasama yang horsifat rahasia,

PASAL 5
PELAKSANAAN

Pelaksanasn Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam
benluk Peramjian Kerjasama sesuai kebutuhan anlara PIHAK PERETAMA
varg dalam hal ini diwakili aleh pejrbat vang berwenang setinglat Eselon T
di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesual dengan bidang tugas
denpan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Pembanti
Rektor/Delkan fKepala Biro/Ketun Lembapo fKepala TInit Pelaksana Teknis
scsual dongan bidang lugas masing-masing.
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{2] Dalam Perjanjian Kejasama schagaimana dimaksud pada avat (1), apabila
keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memcorlukan jangka
waklu melebihi jangka walktu berlakunya Kesepakatan Hersama ini, maka
Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai denpan berakhimya
kesepakatan yang ditentulan dalam Perjanjlan Kerjasama Llersebut.

PASAL 6

BIAYA

Bemua biaya yang Umbaal sebagai akibal dari Eesepakawsnm Borsams ini, akan
dietur lebih lanjut dalem Perjamian Kerjasama veang disepakan PARA PIHAK,

PASAL 7
JANGHKA WAKTU

(1) Kesepakaten Bersama ini berlaku ssjuk ditundatangani oleh PARA PIHAK,
unitule janpke walkit 5 {lima} tehun dan dapat diubabh atau diperpanjang
sesuai bescpakatan PARA PTHAK,

{2} Apabila diperlukan perubaban guau perpanjangan, maka pihak vang akan
mengubah atau memperpanjang meonvampaikan sccara fortulis kepada
pihalk lainnya, selambat-lambatinya dalam janglka waldu 3 (Oga) bulan
schelum berakhitnya Kesepakatan Borsama ind,

PAEAL 8
ADENDUM
{1} ilal-hal yang behun cukup diatur danjatau belum tercalkup dalam
Eesepakatan Bersama inl, aken diatur lebih lanjut berdasarken
ltesepakalan PARA PITTAK dalam bentulk Adendurmn.

(2] Adendum sebagrimana dimaksud padae aval (1], merupaken bagan yang
tidak terpisahkan dan Kesepekatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan PBersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana torscbut di atas, dalam rangkap 2

[dua) asli, dibubuhi materai culup, masing-masing untik PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kelkuatan huknm yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Prof, Dr, BEDJO SUJANTO, M. Pd E.E. MANGINDAAN
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IIL CORTOH KESEFAKATAN BEERSEAMA YANG DITANDATANGANI LEETH

Pada hari ini Jum’at Tangeal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tabhun Dua
Ribu Dua Belas {28 - 12 - 2013}, bertemnpat di Tana Toraja, Provinsl Bulawesi

DARI 2 (DUA} PIHAK

KEAEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEREHUBUNGAN REPUBLIK INDONFEIA
DENGAN

PEWMERINTAH PROVINST SULAWHES] BARAT, PEMERINTAH PROVINS]
SULAWERSI UTARA, PEMERINTAH PROAVINGI QORONTALO, PEMERINTAH
PROVINSL STTLAWESI TENGAIL, PEMERINTAII PREGVINGL SULAWESI
TENGFARA DAN FEMERINTAH PROVINGT SULAWES]L SELATAN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEREERETAAPIAN NASIONAL
DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI)

NOWMOER : 'M.66 Talhun 2012

NOMOR 551.6/84 /DISHUBKOMINFO /2012
WOMOR : 201.6,/3927 fSakr Hubdiwm
NOMOR - HUBPAR AT/ 212

MOWOR : 531.6/4T04/X11/2012

NOMOIL : 5BUS351-07 X1 2012

NOMOR - 43 Tahun 2012

Selalan, yang berlandalangan di bawah it

1,

E.E. MANGINDAAN sclaku Menler: Perhubungan Repubbl Indonesia,
dalam  bal ini  berbndak  untuk dan  atas nama  Kementeran
Ferhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. & Jakarta

10110, untuk selanjutnys disebutl PTHAK FERTANMA.

Dcngan

ANWAR ADNAN SALEH, s<lulku Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas pama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barar,
dengan alamatl di Jalan EH. Aol Mahk Padsany Endong Kompleks
Ferkkantoran Gubernur Sulaweesi Harat, Mamgu, vniuk sclanjumva

discbut PIHAK EEDUA;

DR, SINYO HARRY SARUNDAJANG, sclaku Gubernur Sulawesi Utara,
daliun hal ini bertindak untuk dan atas namea Pemerinlah Provinsi
Sulawesi Utars, dengan alamar di Jalan 17 Agustus, Manado, untulk

selanjutnya disebur PILIAK KETEGA;

RUSLI TIABIRIE, aelakn Gubernur Gornntalo, dalain hal im bertindals
untnk dan atas nama Pemerintah Provingd Gerontalo, depgan alamat di
Jalan Sapra Mares Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo EBaya, untuk

aclanjumye disebut FIHAK EEEMPAT:
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a. LONGEI DJANGIGOLA, selaku Gubertiur Sulawesl Tengah, dalam byl ind
bertindak untuk dan atas mama Pomenntah Provinst Sulawesi Tengah,
dengan alaumat di Jalan 178, Sam Ratulangi MNomor 101, Pala
Sulawesi Tengah, untulk sclonjutnve dizebut FIHAK KELIMA,

Fa. H. NUR ATAM, 8B, M.58i, selaku Guberrmur Sulawes Tenggara, dalam hal
ini bertindak untuk dan gtas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara, dengar alamart di Kempleks Bumi Prajs Anduonohu, Kendard,
untuk selanjutnyra disebut FIHAK KETNAN,

T. DR. H. SYAHRUL TASBIN LIMPO, 5H, M.S81, MH, sclakn Guberniurc
Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan aras pama
FPemcrntah Provinsl Sulawesi Sclaton, dengan alamet di Jalan Jend.
Urip Sumohardjo Homor 2069, Malkessar, uniuk selanjutnya disebut
FIHAK KETLLIUH.

Untuk selanjuttya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Hersama ind
discbut PARA PIHAK, lerlebib dahulu meneranglan hal-hal scbagai berilout:

a. hahws dalam reangka meningkatksan pelavanan dan aksesibilitas
transportazi  di  Pulau  Sulawesi, perly  untuk  mewujudkan
penyvelenpgaraan perkerclanpine.

b, babhwa penyelenggarasn porkeretaapian di Pulan Sulawesi  tersohut,
pelaksanaannya perlu dilaloukarn secars bertabap,

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebait, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Koscpakalan Bersema tenang Penvelengearasn Perkeresapian
Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi] dengan lietentuan sebagal berikut:

Pasal 1
DASAR HUHUM
Dasur hukum dibualnys Kesepakalan Bergama ini adalah :

1. Undeng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kouangan Nogars;

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perhendaharann Negars;

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemcriksaan Pepgelolaan
dan Pertanggungjawaban Kouangan Negara,

4,  Undang-Undang Nomor 33 Tahon 2004 ltentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintal Pusat dan Pemcrintah Dacralh,

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petietapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kemor 3 Tahun 2005 tentang
Perubebhan  Alax  Undoang-Unedang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tontung Perkerelaapian;

7.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (eniang Penatoan Euang,;

8. Perataran Pemerintah Neomar 36 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional;

9. Perafuran Pemerinlah Neomor 56 Tahun 2004 tentang Penyelengaraan
Perkeretanpian,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lahi Lintas dan
Anglintan Kerera Api:

b3
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11

iz,

13.

14,
15,
16z,
17.

18.

{1

{2)

(1)

Peraturan Pemerintabh Nomor 1% Tahun 2010 tentanp Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

Peraturan Presidet Nomaotr 32 Tahun 2011 tentaig Masterplan Percepatan
dan Forluasan Pembangunan Ekonomi Indaneaia (WMPIET 2011-2025;
Peraluran Presiden Momor 67 Tuhun 20035 tenlong Kerjuosama Pemerintgh
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrukiur sebapmimana Lelah
diubah teralchir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011,
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencens Tala Ruang
Wilayah Provinsl Bulawesi Selalan

Peraturan Dacralh MNomar 4 Tabun 2011 tentang Rencans Tata Ruang
Wilavah Provinst Gorontalo;

Peraturan Menteri Perhilbungan Nomer 31 Talman 2006 tentang Pedomen
dan Proses Perancanaan I Linglkungan Departemeoen Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhubunpan Nomor KM &0 Tabun 2010 tentang
Organigasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menterl Perhubungan Nomor PM 43 Talmn 2011 tentang
Rencana [ndulke Perkeretaapian Nasional.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan Hersama ini adalah untuk mensinergilkan
prakarsa dan potensi Pemerintah Pusat dear Pemerintah Provinsi di Pulau
Sulawesi guna mendulkung Penvelenggaraan Perkeretaapian yang terpadu
sesual dengan Rencane Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Wasional dan Rencana Tale Ruang Wilayah Provinsi pada
masing-masing Frovinsi di Pulau Sulawest.

Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalab unlulk mewujudkan peran
mods kereta apl sebagal angkutan massal dan kelenvaran perekonomiarn
yung terintegrasi inter dan antar moda pada masing-masing wilavah Pulau
Sulawesi.

Pasal 3
RUANG LINGEIFP

Puang lingkup Kescpakatan Borsama i moelipuds :

a. Ponyclenggaraan Prasatana Perkerelaamizan WATLE melipnii
poTOnCcAanaAn,  ponviapan  lahan,  pembanponan, pengoperasian,
porawatan dan pengusibaan;

b. Penyelenggaraan Sarana Perkerctaapian yang molipuli porencanasm,
pengadoan, pengoperasian, perawatan dan perignsahaan,

2. Rencuna peoyispan, penyedisan don pengembangan Sumber Daya
Wanusia di bidung Petleeretaapian,
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d. Rencana pembentukan Badan Usaha Penyclenggara Perkeretaapian;

e. Pengendalian dan evahiasi dalam Penyelenggaraan Perlkoretaapian
Masional di Pulau Sulawesi,

{2} Penyelenggaraan Prasarana dan Saraos Perkeretaapian Nasional di Pulau
Bulawesi sehagrimana dimaksud pada awat (1) butir a dan bulir b,
dilaksanakan pada

a. Lintas Pelayanan Perkerelaapinn Perkolasn; dan
b. Lintas Polayanan Perkerctaapian Anlac Kols Linias Pulag Sulawesi,

Pazal 4
TUGAS DAN TANGOUNG JAWAB

{1} Tugas dan Tanggang Jawab PARMA PIHAK dalam Kesepalmtan Bersama ini

rielipniti -

a, Penyusunan Master Flan;

b, Penyusunat Siudi Kelavekan (Frasibality Studyt;

. Penyusunan Pra Scadi Desaing

d. Penyusunan Detal Engineering Design (TICTY,

e. Penyusunan studi dan penyiapan deokumen lingkungan  yang
diperayaratkst;

f. Penyiapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian,

g Pembemukan Badan Usaha Petyvelengpaca Prasscats;

h. Penyiapan lahan!

L. Pembangunan FPrasarana Merkerctaapian: dan

j- Pengadasn Sarana Perkeretaapian.

(2} Pembagian tugas dan tanggung jawah PARA PTHAK aken diatur lehih
larjut melalui Perganiian Kerjasama lersendin sebaesi indak lanjul. dari
Kesepakatan Bersame ini

Pasal &5
PELAKSANAAN

(1} Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIIAK dapat
membentul Kelompok Kera yang kcanggotaannya terdin atas waldl-walkil
PARA PIHAK dengan melibatkan tenapa akli.

{2) Pelaksanann Kesepokatan Bersarma ini alkan ditindaklanjuti gleh FARA
PIHAK mclalul Peganjian Polaksanaan vang dalam hal ind diwaldl olch
Pejabal Eselon 1 atau Eeelon I 4 inglungan PARA FIHAK, sesua dengan

e WETIE A NNV TTEL S 1N - TSI

i3} Dalam rangka meondukung pelaksanaan Kosepankatan Borssma ind, FIHAK
KEDUA, PIHAK EKETIGA, PIHAK EKREMPAT, PITHAK EKELIMA, PITAK
KEENMAM dan RHAK EKETUJUH menpikutsertakan Pemerintah
Kabupaten/Eota o wilayah Pulau Sulawest herdasarksn Kesepalksaloan
Borssams antara Pernerinesh Provinsi dengan Pemerintal Kabupaten ! Kota
terkait.
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Pasal &
FENETAPAN STATIUUS ASET

Status Asct Barang Wilik Megara/Tiacrah sebagai hasil dari Fenvelenggaraan
Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan dimetaphan sesuai dengan ketontuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
BIAYA

(1} PBiaya yang diperlukan dalam pelaksanasn Kesepakalan Bersatna i,
beraumbor pada ;

a. Angpgaran Pendapaian dan Belanja Negara (APGEN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDY); dan/ atau
r. Pendanaan lain vang sah.

(2] Biaya sebagaimana dimaksud pada avat {1}, dilaksanakan sesuai dengan
ketcntuan poraturan perandang-undangan.

Paaat 8
PERAN SERTA BADAN USAHA

Talam ranpko Penyelenpparaon Perkerstoppian MNosional Jdi Putau Solowesi
FARA PTHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serts Badon
Usaha baik sendim maupun kerjasama/kemitraun, sesuni dengan kelsntuan
peraturan perundang-undangan.

Traasnl 9
JANGHKA WAKTU

1] Kescpakatan Bersama ini dinyarakan berlaku rerhitang scialk PAEA PIHAK
menandatangand Kesepakatan Bersama ind, untal jangka wakia 5 {tima)
tahun dan dapat diperpanjang scauai kosepakatan PARS FIHAK,

(2] Apabila diperlultan perpanjangan, maka  PlHAK  vang akan
memperpanjang menyampailkan secara tortidis kepada PIHAK lainnya,
selambat-lambatnva  dalam janpka wakta 2 jtiga) bulan  sebeluin
Kesepalatlan Bersama ind berakhir,

Pagal 11
ADDENDUM
(1) Hal-hal vang belum cukap diatur dan/atau belam wercakup daliane
Kenepakatan Bersama ini, dapal dibual berdesarkan kescpakalan PARA

PIHAK dalam benluk Addendum, sebelum Kesepakalan Bersatna ing
berakhir,
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(2] Addendirn sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) Pasal ind, merupakan
bagian vang tidak terpisahlarn dari Kesepalkaran Bersama ini,

Demikian Kesepakatan Bersuma ind dibuat dan ditendatangani oleh PARA

FIHAK pada hari dan tanggal schagaimang terscbul J1 atas, delan rangkap 7

(thajuh] asii, bermaterai culup, masing-masing untuk PARA PIHAEK, =sctria

metrpinn kekiatan hukum yang sama.

FITHAK FERTAMA

E.E. MANGINDAAN

PIHAHK EEEMFPAT PIHAK HKETIGA PIHAE EEDUA
RUSLI HABIBIE DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG ANWAR ADNAN SALEH
PIHAK KEENAM PITHAK KELIMA
H. NUR ALAM, SE, M.Si LONGKI DJANGGOLA
PIHAK KETUJUH

DR. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR PM 82 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

CONTOH PERJANJIAN KER.JASAMA

PERJANJIAN HERJASAMNA
ANTARA

HEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPFUIBLIK INDONESIA

DENGAN
TENTANG
NOMOR :
NOMOR :
Puda harl ind Letigpeal bulan tahun Dua Ribn
Tiga Relus [ - - 2013}, bertempat di _ , vang bertandutancan Jdi
bowah ini .
. E.E. MANGINDAAN ! Menteri Perhubungan Repuhlik Indonegia,

dalam hal ini bertindak untiuk dan atas
nama Kementerian Perhubungan, dengan
alamar di J1. Medan Merdeka Barat NMomor
8 Jakarta 10110, untuk sclanjutiya
discbut FIHAK PERTARMA.

.............. : Crubermor Provinst ..., , dalam ha! ni

bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah
Dacrah Provinsi, dengan alamat di J1 ...
MNeomor ......... untuk selanjutnva disebut
PIHAK KEDIIA,
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KIEDUA, unluk selanjulnys secars bersdima-samea
dalam Perjaryian Kerjasamea 1ol disebut PARA PHIAK, teddelnh dabula
menerangkan hal-hal sehagai berikoat :

a. Oebagri tindek lanjul HKesepakalan Bersuma Antare Kementerian
FPerbhubungan dengan ... MOoInor v--..

b,  pelaksanasn . dilargetkan dapat terealises] datan jangks walkdu 3
flizra) tabun sesuai bidangnya masing-masing,

Selanjutnya, PARA PlHaAK sesuail dengan kedudukan dan kewenangan masing-
masing sepakar  untuk melaksanalkan Pedanjlan Eerjasama tenlars
................... . denpan didasarkan pada ketentuan schagai heriloat :

. Undang-Undang Nomor ... Tahun ..., tfCREATE ., (l.cmbaran
Negura Republik Indunesia Tshoen . Nomor 1

2. Peraturan Pemerintah Nomor ...... Talnu ...... TENLAILE i, {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...... Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor .......J;

3. DPeraturan Menled Porlobungan Nomor Tahun ... Tenlang

4. Dean ... sctocrasnyd,

BAR I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pa=zal 2
(3 Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalab antule ..neee e,
(4) Tujuan Perjanjlan Kerjasama ini adalah tmtuk e
(3) mewujudkan kerjagama pemanfaatan dan pemberdayaan benda kolelesi

BAE LI

OBYEK PERJANJIAN KEERJASAMA

Pasal 3
(1) Obyek Perjanjian Eerjasama ini adalah (i e,
(2} Rincian Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline

sehagaimana dimaksud pada awyat (1) tercantum dalam Lampiran, yang
mervpakan bagian Udak terpisahkan dan Perjanpian Kerjasama ind.

2013, No.1151
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BARB I
RUANG LINGKUF
Pasal 4

Ruang lingkup Feganjian Kerjasama ini meliputi :

EBAR IV
PELAKSANAAN
FPasal 5
(1} Para PFTHAK melaksunakan kegiotan . berdesarkan Program Kerja dan
Fencana Anpgaran Biaya serla Timeline yoanpg disosun dan disepakat

uleh PARA FIHAK.

(2] Program Ecrjia dan Rencana Angegaran Bigya sortg Timeline scbhagaimana
pada ayat (1], tordir dani:

(3] Program Kerja dan Rencena Angearan Biaye serta Timeline sebagaimanea
tercantium dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perjanfian Kerjasama ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pazal 6

1) FIHAK PERTAMA mompunyai hak:

(2] PIHAE FERTAMA mcmpunyai kewajiban:

copR
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BARB VI
RHOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11
{1] Eocrdinasi, monitoring dan evalllas] Programl o e, e s i

{2] Hasil Koordinasi, moniloving dan evaluasi propgram .o,
dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

BAEB VII
JANGHA WAKTU
Pasal 12

(1] Perjanjian Kerpasama inil berlaku untuk jangke waktu 2 [tiga) tabun
terhitung mulal wnggal Perjanjinn Kerjusume inl ditandatangani, den
dapal diperpangung serts diakbiri berdisarkan kesepoakaton bersama
PARA [FTHAK,

(2] Pihak wang berminat mengalkhiti Perjanjian Kerjasama ini sebelam
berekhimnyhe jangka wakiu sebagnimens dimaksoud oado ayat (1], harus
memberitahukan secara tertulis kepuda Pihek lainnya paling lambal 2
(dua) bulan sebelum mengakin Perjanjinn Kerjasamay ini

(2] Delarm hal Para Pihak sepekat untuk mengakhin Perjunjion Kerjusamea
ini sebelum berakhirnys jangks weltiu sebapaimens dimaksud apada
ayat (1), malka pengakiran perjunjian kerpasame ind bdak mempengaruhil
hak dan kewsajiban PARA PIHAK untuk menvelesalkan terlebih dahulu
kegiotan vang sedang dilaksnalken sebagai akibat Perjanjian Kerjasama
1mi.

BAE VIII
KEADAAN MEMAKRSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 13

i1} PARA PIHAE sepakat bahwa force majeure tidalk berakibar pada batalnya
Perjanjian Kerjasama inl.

{2} Forre majeure sebagaimana dimalcsud pada ayvat (1] meliputi kcadaan-
keadaan:

w. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revelasi, makar, hura-hura,
perang sgudard, tndekan Pemerintah dalum rangka kedaulolannya
gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap lkelkuatan-kekustan alam
vang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemempuan
vang wajar dari pihak vang lerkena perisliva tersebut;
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k. Perubahan kebijpkan Pemerinlah yung secars langsung atou Udal
langsung mempenearuhi pelabkaasnsan Perjanien Kerjasama 1.

(3] Dalam hal terjad] force majeure sebagalnana dimaksud pada avat (1),
Pihak yamyg Lerkena force majewre harns memberitahmikan kepada pibak
laintya secara tertulis paling lambat dalam janglka waktu 7 {tujub) hari
sejul Lerjudinga force majenre,

(4] Dalam hal dilaksatiakan petgakiran Perjargian Kerjasama letjadi foree
majeure sebagaimana dimeksud pada svat (1), Pihak yang terkena force
mejaure  harus meombentabukan kepada pihak lainnya sccars tertulis
palng lambat dalarm jangka wakta 7 ftujub} had sejak erjadiova force
majewre.

BAB TX
RERAKHIRNYTA PERJANJIAN EERJASAMA
Pasal 13

(1] Denpan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267
KUUH Perdats, PARA PIHAK, sepukal babwa Perjanjian Kerjasama ind
borakhir apakbala:

a. Telah berakhir jangla walktunya;

Ir, HBalah sailu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama
itd; dan

o, Terdapal ketenman perundang-undangan dan/etau  kebijakan
Pemeninlah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian
Kerjasama ini.

{2} Dalam hel pada tahab awal polaksansan Peganjisn Kerjasama i
terjadi hal-hel yang tidak discpakati FARA PIHAK, maka Perjanjian
Kerjasama imi dapal diakhiri alas kehendak salah satu pthak, dengan
pemberitahuan aecars tertulis kepada pihak Tammya, peling lambot 7
{tujuh) hari sebeham pengaldran dilaloalean.

BAE X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 16
{1} Apatila dikemadian  hari  terjadi  perselisihan sebagai  akibat
pelaksanaan Perfanjian Kerjasama mi PARA PTHAK sepalkal untuk
menyelesaikannya sccara musyawarah dan mulakal.
2} Apabila upsya penyelessian perselisihan sebaganmmana dimaksud
pada ayat (1] tidak membhbawa hasil yang diharapkan, FAEA FIHAK

scpakal bahwa penyelesaian perselisihan  dilaksanakan sesuad
ketentuan peraturan perundang-undengan.
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EAB XI
PENUTUP

Pasal 15

Demikian Peganjisn Koegasama ind dibuat dan ditandatangan pada han,
langeal, bulan dan tabun sebapaimana lersebul pada bagian awal Perjanjian
Kerasama 1nl, dibuat rengkap 5 {lima) ash, bermaleral cukup, masmp-masing
mempunyal kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, FIHAH PERTAMA,

.............................. E.E. MANGINDAAN

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN
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